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KEPLITLISAMN BERAMA

DEWAN KOMISARIS DAM DIREKS| PT ASABRI [PERSERC)

MOMOR - KER/OFKOMIASVINZ01S
MOMOR D HERPH.OS51-A5M1/2615

TEMTANG

FECOMAN KERJA DEWARN KOMISARIS DAM DIREKS! (BCARD MARNLAL)

Menimbang

Mengingat

FT ASABRI {PERSERC)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKS! PT ASABRI (PERSERC),

ah.

bahwa dalam rangka penesrapan 1312 kelola perusahaan yang baik
loood  corporate  governance), perdu  disusun  Board  Manua!
sebagsi salah satu sofistruciure good Corporate govarnance, yang
merupakan  pergabdaran dan pedoman tata kelola penesahaan
icooe of Corporale Jovernaiioe);

bebrwea FT ASABRI {Persero) telah mengtapkan Boarg Mangal
dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi FT
ASABRI  [Perserc} Momor Hep/OS/KOMAL/XIZ012; Momeor
Kep/99-AS/K072012 tentang Pedoman Kena Dawan Komisaris dan
Diraksi (Board Manuwal]l PT ASABRI (Persara);

bahwa Boand Manual zebagaimana dimaksud pada nral b tidak
lagi relevan dengan perkembangan bokom, sosial, norma, dan
perjalanan bisnis PT ASABRI (Persero) saal ini, maka cerly diadakan
perubahnan dan pengaturan kermbali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huraf a, humf b, dan hordf <, perlu menetapkan Kepubusan
Bersama Dewan Komisaris dan Direksi FT ASABR| (Perserc}
tentang Fadoman Kera Dewan Komisaris dan Direksi (Board
Maruall PT ASABRI (Persarol;

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Megara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2003 Namor 70, Tarmbahan Lembaran Megara
Republik Indonesiz Momeor 4297,

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lemizaran Megara Reputlik Indonesia
Tabun 2007 Momor 106, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Republik Indonesia somaor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian (Lembaran Megara Republis Indonesia
Tahun 2014 Nomar 337, Tambahan Lembaran MNegara Repubiik
Indonesia Momor S618);



rMenstapkan

KESATL

KEDUA,

2

4, Peraluran Menter Badan Usaha  Milik  Megara  Momor
PER-QL/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
vang Baik {Good Corporate Governancel pada Badan Usaha Milik
Hedara sabagaimana telah divbah dengan Peraturan Menteri
Badan WUsaha Milik Negara Meomor PER-O0%/MBUZ01Z tentang
Perupahan Atas Peraturan Menteri Megara Badan Usaha Milik
Hegara Nomor PER-OL/MBUS2011 tentang Penarapan Tata Kelola
Ferusahaan yang Baik (Good Corporate Governance] pada Badan
Uisaha Milik Megara;

5 Peratoran Otoritas Jasa Heuangan MNomor 73/POJIK 052015
tentang Tata Helola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
FPerasuransian {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015
Momar 306, Tambahan Lermbaran Megara Republik Indonesia
MNomar 55961

6. Anggaran Dasar PT ASABRI (Perserc) sebagaimana terrmuat dalam
Akta Momor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Permyataan
Keputusan Fara Pemagang Saham, yang dibuat dihadapan Muhani
5alim, Wotaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta
Momor 08 tanggal (8 Oktober 2009 tentang  Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan Persercan
{Parserg] PT ASABRI disingkat PT ASABR! (Persero) dihadapan Nalfi
Mutiara Simanjuntak, 5 1. s2bagal pengganti Imas Eatimah, MNotaris
di Jakaita;

7. Heputusan Bersama Crevwarn Kormisaris dan Drireksl
FT ASABRI {Perseral Mamor Kog/OSMOMIASHILS201S: MNomar
Hep/PH.O3/4%-A5MI2019  tentang Pedoman Tata Kelols
Parusahaan Yang Baik [Good Comporate Governance Code)
PT ASABRI (Persera);

PEMUTUSKAN:

KEPUTUSAR BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ASABRI
(FERSERCY TEMTANG PEDOMAMN KERJA DEWAN HOMISARIS DAN
DIREKS! [BCARD MANUALY DI LINGEUNGAMN PT ASABRI (FERSERD)

tMenetapkan  Pedoman  Herja Dewsn Homisans  dan Direlsi
FT  ARABRI  (Perzero) wang selanjutnya  disebut  Board  Manual
sebagaimana tarcantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini,

Tata urut Board Manual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdin atas:

pendabhuluan;

Crewan Kormisaris,

Ciraksi;

hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi:

kegiatan antar Organ Perusahaan; dan

perdup,

R



KET IS8

KEEMPAT

HELIMA

T
a

Hoard Manual sebagaimana dimaksud dalam Dikluem KEDUA merupakan
nazkah kesepakatan antara Direksi dan Dewar Komisans yang bertujuan
menjadi pedoman tugas pokok dan fungsi kingrja masing-masing <rgan,
meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara crgan,
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Pada =zaat Keputusan Bersama i berlakuy, Heputusan Bersama
Dewan HKomisaris dan  Direksi  PT  ASABRI  (Persercl  MNomor
Kep/O5/KOMMASNII2012; MNomor  Kep/9%-ASSXIZ012  tentang
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi {Board Manwal) PT ASABRI

(Perseral dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan kepada:
1. Dewan Kormisaris FT ASABRI (Parseral,

£, Para anggota Direksi PT ASABRL (Persero).
3. HKa 5Pl Sesper, dan para Kadiv PT ASABRI (Fersero).
4. Para Kakancab PT ASABR| (Persers),
Litetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2019
DEWAN KOMISARIS, DIREKAL,

Y. S AR

DIDIT HER DI AWAR SONMNY WIDJAJA
HOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA

NAAANILLED

HERMARN HIDAYAT
DIREKTUR 50M DAM LIMUM

SUSETYO NUGROHD ADNATMIEA
SARIS INDEPENDEM

CIREKTLIR CJPE

HARI SETIANTO
DIREKTUR INVESTASI DAN KEUANGAN
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REFUTUSZAN BERSAMA BEWAN KOMISARIS DAN
DIREKS!I PT ASABR] (FERSERC)

MOMOR KEFAOFHOMIAS W 2015

MOMOR KEPPH.O%/51 -0/ 2019

TEMTANG

PEDOMAN KERJA DEWARN KOMISARIS DAN DIRERSI
(EBOARLD MANLIAL) FT ASABRI (PERSERC)

PELOMAN KERJA DEWAMN HOMISARIS CAN DIREKS! (BOMRD MANLAL
PT ASAERI (PERSERD)
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Latar Belakang

Sejalan dengan praktik good corparate governance yang terus berkembang, setiap
Perusahaan didorong untuk terus berupayva meningkatkan prakiek good corporale
governance. 5alah satu bentuk internalisasi good corpordle governance yang
dilakukan Persercan adalah melglui penyusunan dan pengembangan kebijakan
(soft-structure good corporate governance)] dalam mendukung iklim yang kondusif
dalarm penerapan good carporate governance.

Kepangurusan persercan terbatas di Indoenesia menganut sistem dua badan (twio
Loards system) yaitu Dewan Homisaris dan Direksi yang mempunyal wewenang dan
tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana
diarnanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan (fduciany
responsibility). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk
memelihara kesingmbungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh %arena
itu, Deswan Kormisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan parsepsi terhadap visi,
mmisi, dan nila-rilal Perseroan

Dewan  Kormisaris dan Direksi sebagar organ wtama Persercan memerlukan
pedoman kerja vang mengatur tugas dan tanggung jawabd masing-masing. beserta
hubungan kerja keduanya sesuai dengan prinsip-prinsip  good  corporate
governance, Pedoman kerja im untuk selamutnya disebut dengan "Board Manwal™

Fangerlarn

Board Manual adalah dokumen yvang menjelaskan secara garis basar bak, kewajiban,
tugas dan wewenang Dewan Homisaris dan Direksi sebagai organ utama Perseroan
serta proses hubungan dan fungsi antara kedua organ tersebut. Boarg Manual ini
merupakan salah satu softstructure good corporate governance, sebagai penjabaran
dari Pedaman Tata Kelola Perusahan Yang Baik (Good Corporate Governance Code
untuk selanjutnya disebut dengan "GCG Code’) yang mengacy pada Anggaran
Dazar Perseroan.

Tujuzn

Board Manual merupakan naskah kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi
wang bertujuan untuk diadikan pedoman tentang tugas pokok dan fungs kerja
Dewan Homisaris dan Direksi dalam rangka meningkatan kualitas dan efektivitas
huburgan kerja anmtar organ. serta penerapan prinsip-prinsip good  corporate
governance  yakri Transparans:  (Transparency!, Akuntabilitas  (Accountability),
Responsibilitas  (Respansibilily),  Independensi  (independency), dan  Kewajaran
(Falrness).
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Ruang Lingkup

Board Manuwal ini meliputi pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan
Direksi di lingkungan PT ASABRI {Persera) dengan mengacu pada Ketentuan yang
terdapat dalam Anggaran Dasar danfatau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, Board Manuwal dan QTG Code merupakan satu kesatuan dalam
pEnerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada saat Dewan komisaris
dan Direksi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Referonsi

L,

Lndang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Lsaha Milik Megara.

Undang-Undang Republik Indenesia Momor 40 Tahun 2007 tentang Persercan
Terbatas,

Undang-Undang  Republik  Indonesia Momor 40 Tahun 2014 tentang
Parasuransian.

Imstruksi Presiden Momor 08 Tahun 2005 tentang FPengangkatan Anggota
Direksi danfataw Homisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Megara
sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Presiden MNomar 09 Tabun 2006
tentang Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Angoota Direksi danfatau Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Lszha Milik MNegara,

Keputusan Menter Badan Usaha Milik Megara Momor KEP-102/MEUS2002
tentang Rencana Kerja Jangka Fanjang Ferusahzan UMM,

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Megara Momor PER-OLMBLZ011L
tentang Penserapan Tata Helola Perusahaan Yang Bailk {Good Corporate
Governance) pads Badan Usasha Milik Megara sebagamana telah diubah
dengarn Peraturan Menteri Badan  Usaha  Mililk  MNegara  Nomor
FER-OS/MBLIF2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Megara Badan
Jsaha Milik Megara Momor FER-01L/MEBL/Z011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Baden Usana Milik
Meagara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Megara Per-12/MBLJ/2012 tentang Organ
Pendukurig Dewan Kormisaris/Dewan Pengawas BUMMN,

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Megara Momor Per-04/MBUSZ014
lentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisans, Dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Megara sebagaimana telabh divbah
dengan Peraturan Menteri Hadan Usazha Milik Megara Momor  FPer-
02MMBLOG 2010 tentang Perubahan ztas Peraturan Menteri Badan Lsaha
Mililk Megara MNomor Per-Q4/MBLUAR2014  tentang Pedoman  Fenetapan
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan LUsaha
Milik Megara.
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12.

13,

124

1%

15,

17.
18

9.

20.

1

Feraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBLUM02/2015
leritang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Femberhentian Anggota Direksi
BLIMHM,

Feraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Momor 07 Tahun 2015 tentang Tata
-ara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Megara.

Peraturan Otaritas Jasa Keuangan Nomor 27/POIK03/2016 tentang Penilaian
Hemampuan dan Kepatulan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momeor 73/POJK.05/2016 lentang Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian,

Peraturan Oteritas Jasa  Keuangan  Momor 13/POJK.03/2017  tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Puklik dan Hantor Akuntan Publik dalarm Kegiatan
Jasa Keuangan.

Heputuszan Sekretaris Kementerian BUMN Nomer SK-16/5 MBU/2012 tentang
Indikatar/Pararmeter  Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan vang Baik {GCG) pada BUMB,

surat Edaran Otoritas Keuangan Momor 16/5EQJK.05/2014 tentang Komite
pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syarizh,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Megara Memor SE-06/MEU/2014
tentang Pencegahan Prakiek Mepotisme di Badar Usaha Milik Megara.

Pedoman Umur Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2005,

Fedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
REeasuransi Indonesia Tabwun 2000,

Keputusan  Dewan  Homisaris Momor  Hep/07/KOMSASAVI20L6 tentang
Pedoman Kerja Dewan Komisans PT ASABR| (Persera).

Anggaran Dasar PT ASABRI {Persero) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor
15 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham yang dibuat dihadapan Muhant Salim, 5.H. Motaris  di Jakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Akta Normor 05 tanggal 08 Oktober 2009
teritang Pernyataan Kepulusan Pemegang Sabam di Luar Rapat Peruszhaan
Perseroan [(Persero) PT ASABRI, yang dibuat dihadapan MNelfi Mutisra
simanjuntak, 5.H., sebagai pengganti Imas Fatimah, 5.H., Nataris di Jakarta,
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BAE I
DEWAN KOMISARIS

FPengertian dan Persyaratan Dewan Komisaris
1 Fengertian

a. Dewan HKomisaris adalah argan Persercan yang bertugas melakukan
pengawasan dan mernbarikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan Perseroan.

k. Dawan Momisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalanmya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Persercan, dan memberi nasinat kepada Direksi. Pengawasan dan
pemberian nasihat sebagaimana dimaksud, dilakukan vntuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuzan Persercan’®

i Dewan Komisars tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan
operasional. Kedudukan masing-masing Anggota Dewan  Kornisaris
termasuk Komisaris Ltama adalah satara. Tugas Komisaris Lltama sebagai
primus inter pares yvaitu mengoordinasikan kegiatan Dewan Karmisaris.*

2. Persyaratan Dewan Komisaris

a. Yang dapat diangkat menjadi Angaota Dewan Komisaris adalah orang
perigcrangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam
wakiu 5 {lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:*

1) Dinyatakan pailit;

2l Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Persercan dinyatakan
pailit; atau

31 Dihwkum karena melakukan  tindak pidana yang  merugikan
keuangan  negara  dandatae yang  berkaitan  dengan sektor
keuarigan.

b, Hetentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huraf a, tlidak
mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan
persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.®

o Anggota Dewan Homisaris harus memenubi syarat kemampuan dan
integritas, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian
nasihat untuk kepentingan Perseraan dapat dilaksanakan dengan baik

Urdarng-Undang 19 Tahwn 2003 Fazall angka 7

Undang-Undang 40 Tabure 2007 Pasal 108 awat (1) dan ayat {2)
Pedornan Umum GCG Indenesia Tahun 2006 Bab IV bagian £
Undang-Undang 40 Tahun 2307 Fazal 110 myat (1)

Unadang-Undang 40 Tahuwn 2007 pasal 110 ayat {#]

Fedoman Umum GCG Indonesa Tahen 2006 Bab IV bagian C anghka 2.1
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d, tMemiliki kernampoan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara
rmermadai.

e, tMemiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur
tangan manajemaen,

f. tMampu bekerja =ama sebagai Anggotz Dewan Komisaris,

q. Pengangkatan Anggata Dewan Komisaris  dilakukan  dengan
mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah
manajemean  Persercan yang berkaitan dengan szlabh salu fungs
manajernen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
Pereeroan, dan  Jdapat  menyediakan  waktu vang  cukup  untuk
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.”’

. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan
mermiliki kemampuan sehingga dapat menalankan fungsinya dengan
baik, termasuk rmermastikan babwa  Direksi telab  memperhatikan
kepentingan sermua pemanghku kepentingan ™

i. Dewan Komisaris memenuhi persyaratan khusus yaitu kompetansi dan
hal-hal lain yang dipersyaratkan bagi Anggata Dewan Homisaris sesuai
kormpleksilas Persercan dengan tetap mempearhatikan efektivitas dalam
pengambilan keputusan.®

I- Dewan Komisaris harus terdiri atas anggota-anggota yvang salah satu atau
lebih MEmpunyai latar belakang dan/atau pengetahuzn
sekurang-kurananya di bidang akuntansi dan keuangan,™

a. Komposisi Dewan  Komisans  harus memungkinkan  pengambilan
keputusan secara efekiif, tepat dan cepat, serta dapat  bertindalk

. Dalam hal Dewan Komisans terdini atas lebih dari secrang anggeota, salah
seorang Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama, ™

c.  Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang

d. Faling EEc_:Iikit separuh dari jumlah anggoia Dewan Komisaris mearupakan
Hormisars Independen,'

anggaran Dasar FT ASABRI (Persern) Pasal 14 ayvat [h)

Pedaman Limam GO0 Indonasia Tahun 2005 Bab 1Y bagian C argha 2
Pedarmars Umurm GOG Indonesia Tabun 2006 Bab Y bagian © Angka L1
Pedoman Umum GG Indonesiz Tahun 2006 Bab IV bagian £ Anaoka 1.3
Pedoman Umum GG Indonesia Tahur 2006 Baki 1Y bagun O Angka 1

B, Fornposis Dewan Komisaris
313 Komposisi
independen.

]

¥

He

H|

f‘" LUncang-Undang 19 Tahun 2003 Pasal 28 Angka 2

“araturan Cloritas Jasa Hewangan F3POIR05 2016 Pasal 19 ayat 11
Peraluran CHoritas Jasa Kewargan F3/POJH 052006 Pasal 19 avat [2]
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e. Dewan Kornisaris merspakan  majelis dan setiap Anggota  Dewan
Homisaris tidak dapat bertindak sendin-sendiri,. melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris."”

f. Jumilah  Anggota  Dewan Komisaris  harus  disesuaikan  dengan
kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam
pengarmbilan keputusan ™

s

Komposisi dan knteria Anggota Romisans Independen bags BUMN
tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMN yang bersangkutan.”’

h.  Antara para Anggota Dewan Komisaris dan antard Anggota Dewan
Komisars dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampal dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maugpun
gars kesamping atau hubungan semenda (merantu dan iparh.™

kormisans Indepancdan

[

a. Paling sedikit separuh dari jumlab anggota Dewan Kormisaris merapakan
Komisaris Independen. ™

4] Anggota Komisars Independen adalah Anggota Dewan Homisars yang
tidak memiliki hubungan keuangan, Kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Korisars lainnya,
Anggota Direksi danfatau pemegang saham pengendall atau hubungan
dengan Persercan, vang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen, *°

o Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjarmin agar mekanisme
pengavwwasan berjalan secara efektif dan sesual dengan peraturan
perundang-undangan. Salah satu dari Homisaris Independen  harus
mempunyal latar belakang akuntansi atau keuzngan.”

i Dewan Komisaris dapal terdini atas Komisaris yang tidak berasal dari
pinak  terafiliasi  yarg  dikenal  sebagal Kormisans  Independen  dan
Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak
vang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
sabham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serla
dengan perusghaan itu sendir. Mantan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang terafiliasi serta kanyawan perusabaan, untuk janghka waktu
tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi™

Feraturan Menter BUMN PerQLBLY2011 sebagaimana welah divbab dengan Per-090MBUFZ02 Pasal 13
ayat [7]

Pedorman Urmoem GCG Indaresia Tabun 20205 Bab 1V bagian C Anghka L1

Feraturan Menteri BLUMM Per-0L0BUS2011 sebagaimana telah disbah dengan Fer- 03 MMBIL2012 Pasal 13
ayat {4}

Argagaran Dasar PT ARABRRD {Porsera) Passl 13 oyl (5]

Peraturan Choritgs Jasa Keusngan F3POOK 052016 Fasal 19 svat (2

Peratgran Menteri PUMBN Fer-01/MEBELISF2011 sebagaimana telah divoah dengan Per-090MELS2012 Pasal 12
ayat (3]

Pedaman Umuarn GO0 Ingonesia Tahun 2006 Bab IV bagian O Angka 1.3

Pedorman Limurm GO Indonesis Tahun 2006 Bab Y bagian O Angka 1.2
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e.  Pepgangkatan Komisaris Independen dilakukan oleh BUPS dan harus
dinyatakan secara jelas dalam keputusan RUPS dan dalam akta notaris
yang memuat keputusan RUPS mengenai pengangkatan tersebut. ™

Komisaris Litusan

a. Dalarm hal diperlukan dan atas perselujuan RUFS, dapat menunjuk
seorang Kormisaris Utusan, Tugas dan wewenang Komisaris Utusan
ditetapkan dalarm Anggaran Dasar Perseroan =

b.  Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu} orang atau
lebih Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan *

1] Kamisans Litusan sebagaimana dimaksud, merupakan Anggota Dewan
Komisars yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, ™

. Tugas dan wewenang Xomisaris Utusan ditetapkan dalarm Angoaran
Dasar Perseroan, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas
dan wewenang Dewan HKomisaris dan  tidek mengurangi  tugas
pengurusan yang dilakukan Direksi*

Macza Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Homisaris ditetapkam 5 (limal tahun dan dapat
diangkat kembal untuk 1 (satu) kali masa jabatan.™

Fermberhentian Dawan Homisaris

1,

Anggota Dewan Komisans sewaktu-wakty dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ™

Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: meninggal dunia, masa
jabatannya berakhir, diberhentikan berdasarkan RUPS, dan  tidak laqgi
memenuhi - persyaratan sebagar Anggota Dewan Homisaris berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya™

Pemberhentian Dewan Komisars dilakukan oleh RUPS A

Parmberhentian Anggota Dewsn Homisaris diatur sesuai dengan Anggaran
Dasar Persergan.™

Anggota Dewan Komigsaris diberhertikan olen RUPS melalui proses yang
transparan dan sesual dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang- undangan.

Peraturzn Otoritaz Jasa Kevangan FP3POIKGSZ016 Pasal 19 ayat (4)
Pecoman Urmum GEG Indaresia Tahwn 2006 Bab IV bagian C Angka 1.4

* Legdarg- Undiang 20 Tabun 2007 Pazal 120 ayat (1)

Undarg-Lndang <0 Tahun 2007 Pasal 120 avat (5
Lt - Lngfaneg 40 Tabun 2007 Pazal 120 ayat (4)
Anggaran Dasar FT A5ABRI (Perserol Pasal 14 ayat {11)
Undang-Undang 19 Tahun 2003 Fasal 29

Angaaran Cazar FT ASABRI (Persercl Pasal 14 avat Z8. avat (1)
Undang-Undang 1% Tahun 2003 Fasal 27 ayat (1)
Undang-Urdarng 40 Taten 2007 Pasal 111 avat (41
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Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih dalam
proses, maka  Anggota Dewan  Komisaris  vang  bersangkutan wajib
melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. >

Pemberhentian Anggota Dewan HKomisaris dilakukan apabila  berdasarkan
kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: ™

a. tidak dapat melzksanakan tugasnya dengan baik;

b, tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
danfatau ketentuan Anggaran Dasar Persercan;

€ terlipat dalam tindakan yeng merugikan Perseroan dandatau MNegara;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika danfataw kepatutan yang
seharusnya dihorrmali sehagai Anggota Dewan Homisans Perseroan;

e.  dinyatakan bersalah dengan putlusan pengadilan yang  mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; atau

f. rnengundurkarn diri.

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 7 hurul ¢
dan hurul e merupakan pemberhentian secara tidak hormat. ™

Keputusan  pemberhentian karena  alasan  sebagaimana  dimaksud pada
angka 7, diamkil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri *

Pemberhentian Anggota Dewan Homisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan
alasan yang wajar, dan setelah kepada yang bersanghkutan diberi kesempatan
untuk membela diri *

Rencana pernberhentian Anggota Dewan  Komisaris diberitabukan kepada
Anggota Dewan Komisaris vang bersangkutan secara lisan dan lerlulis aleh
Permegang Sanam.*

Dalarn hal pemberhentian dilakukan di luar forum RURPS, maka pembelaan diri
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat
Belas) han terbitung sejak Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
diberitahukan sebagaimana dimaksud pada angkas 11

Seorang Anggota Dewan Kormisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan mernberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Persercan dengan lembusan kepada Permegang Saham, Anggota Dewan
Homisaris lainnya dan Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tariggal pengunduran dirira "

Pecoman GCG Perusabaan Asuransi Tahun 2005 Bab 1Y bagian C Angka 1.5
Arggaran Dasar FT ASABRI {Perserg) Pasal 14 ayat (18]
Angoaaran Dasar PT ASARRDPerserog Pasal 14 avat (13
Angoaran Dasar PT ASABRE (Porserol pasal 14 ayat (19)
Anggaran Dasar FT ASABR! (Perserol pasal 14 ayat {16)
Pedoman GG Perusahaan Asuransi Tabua 2009 Bab 1V bagion € Argka 1.6
Anggaran Dazar PT ASAERI (Porserol Poasal 14 avat (L5)
Ancgaran RDasar FT ASABR] (Perserol Pasal 14 ayat (17)
Angagaran Dasar PT ASAERI (Persero) Fazal 14 ayat (26)
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Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

L Tugas Umum Dewan Kormisaris

cl.

Cewan Komizaris bertugas mengawasi Direkst dalam menjalankan
kepengurusan serta memberi nasinat kepada Direksi ™

Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan Kepentingan semua
pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung. peserta,
danfatau pihak yang berhak memperaleh manfaat ™

Calam melaksanakan tugasnya, Dewan Homisaris harus  mematuhi
peraturan perundang-undangan dan/fatau Anggaran Dasar Perseroan.™

Cewan Komisaris bertanggung  Jawab dan berwenang  melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya  pengurusan  pada
umumnya, bailk mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan
memberikan nasihat kepada Direksi. ™

Pengawaszan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada huruf
b, dilzkukan untuk kepentingan Persercan dan sesuai dengan maksud
dan tjuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untulk kepentingan pihak
atau galongan tertentu ™

Cewsan Komisaris sebagal organ Persercan bertugas dan bertanggung
jawab secara kolektf, untuk melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada Direksi serta mamastikan bahwa Perseroan melaksanakan
good corporate governance ™

Cewan Homisaris beriugas melzkukan pengawasan terhadap kebijakan
pangurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
Persergan maupun usasha Perserocan yang dilakukan oleh Direksi. serta
memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan REencana Jangka Pamjang Perusabaan, Rencana Herja dan
Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar Persergan dan
keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
untuk kepentingan Fersercan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Persercan,™

Cewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai
perubanan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar
pada usaha dan kinerja Persercan, secara tepat waktu dan relevan

EE

4

%

=y

Lndang-Lndang 18 Tanen 2005 Fazal 51
Poraturarn Otarilas Jasa Kewangan F3PR0JK05/20145 Paszal 21 huruf c
Peraluran Menteri BLUMMN Per-01/MBUS20L sebagaimana telan diukah dengan Par-09/MEL/2012 Pasal 1#

ayat (1

Feraturan Menterl BURMN Par-OLBL201 sebagaimana 1elah diubah dengan Per-09¢HMBU2012 Pasal 12

ayat {1

Peraturan Manteri BLUMP Per-QLBLY 2011 sebagaimana 1elah diuban dengan Per-08 B 2012 Pasal 12

ayat (3]

Padoman Limumn G006 Indonasia Tahun 2335 Bab 1V bagian C
Angoaran Dasar PT ASABRRI (Perseral Pasal 15 avat (1)
Lampran Keputusan Sekretars Menteri BURMMN SK-1655 MBLZ012 Batb 1 Angka 49
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i, Hesesuaian penerapan sebagaimana yang dimaksud pads huruf g
adalah:™

1} Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Homisaris
rnengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya, yang
diperkirakan  berdampak  pada wusaha Persercan dan  kinerja
Parsercan yvang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

2)  Terdapat penyediaan bahan bacaanfreferensi yang memudahkan
Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan
lingkungan bisnis, dan pernasalahan yang dihadapi Persercan
danfatay permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan
yang dihadapi Ferseroan.

3. Dewan HKomisaris melakukan pembahasan internal mengenai
isu-isy terkini mengenai perubahan  lingkungan  bisnis dan
permasalahan yang dihadapi Persercan seperti:

a) Dewan Kormisaris melakukan telaah mengenai isu-isu terkini
tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang
dihadapi Perseroan.

k) Dewan  Komisaris  memberikan arahan  kepada  Direksi,
berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang
perubahan  lingkungan  bisnis  dan  permasalahan yang
dihadapi Perzeroan, termasuk pemberian persetujuan jJika
respon Perseroan dalam kewenangan Dewan Komisaris.

o) Proses lelaah yang dilakukan oleh Dewan  Homisaris
menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris {Romite
Cewan Komisaris).

4} Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan perrmasalahannya
yang mernpengaruhi usaha Perseroan, terdapat respon Dewan
Komisaris  dalam melakukan telaah  kesesuaian wvisi dan misi
Persaroan dengan perubahan lingkungan bisnis tersetut

5 Tdak terdapat permasalabanftantangan  (ancaman  danfatau
peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja
Perseroan, yang tidak direspon cleh Dewan Komisaris.

ke Dewan  Hormisaris dalam  batas  kewenangannya, marespon  Saran,
harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan,
pemasok, kreditur, dan Karyawan] yang disampaikan langsung kepada
Dewarn Komisaris ataupun penyvampaian oleh Direksi. N

0 Lampiran Eeputusan Sekretaris Manten GURMRN SE-16/5% MBLY2012 Bab Il Angka 49
* Larmpiran Keputusan Sekretaris Mentern BUMBN SK-16/5 MBUY2012 Bab 1 Angha S0
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Kecesuaian penerapan sebagaimana yang dimaksud huruf j =

1)

2l

&)

£}

Tardapat  mekamsme  bagi Dewan Komisaris  untuk
merespondmanindakianjuti saran, permasalaban atauw keluhan dari
stakehaolders, dan menyampaikan kepada Dirgksi tentang saran
penyelesalan yang diperlukan.

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders,
dibahas secara intensit oleh Dewan Komisaris dan pembahasan
menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi.

Penvampaian saran  penyelesaian atas  saran,  harapan,
permaszalahan dan keluhan kepada Direksi,

Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholders yang
berdampak pada kinerja Perserocan, yang tidak dibahas dalam rapat
Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan  Sistem
Pengendalian Intern Perserpan. Kesesuaian penerapannya yaitu:™

1)

2]

3

£}

Terdzpat kebijakan Dewan Komisaris mengenal pengawasan dan
pemberian . nasihat terhadap kebijakan/rancangan  sistemn
pengendalian intern dan pelaksanaannya.

Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenal pengawasan dan
pemberian  nasihat  terhadap  kebijakanfrancangan  Sistemn
Fengendalian Intern dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan  dan  pemberian
nasihat terhadap kebijakan/rancangan Sisterm Pengendalian Intern
dan pelaksanaannya.

al Cewan Komisaris melakukan telaah atas:
kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian
irtern, hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada
tingkat entitas, hasil evaluasi atas efeklvitas pengendalian
intern pada tingkat operasional/aktivitas, dan intermal control

report,

k) Terdapat Fasil telaah Drewean Kormisars atas
kebijakanf/rancangan  sistern  pengendalian  intern dan
pelaksanaanmya.

ol Proses  telaah wang  dilakukan cleh Dewan  Komisaris
menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite
Cewwan Komisaris).

Dewan Homisans menyampalkan  araban  tentang  peningkatan
efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.

5l

Lampiran Keputusan Sekratans Manteei BUMN SK-16/5 MBUYZ012 Bab (1l Angka 50.

o Larngdaran Kepatusan Sekretaris Menteri BUMN SE-L505 MEUN2002 Bab 1 AngRa 51
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1] Kualitas wang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang
peningkatan efektivitas sistern pergendalian intern,

Dewan  Homisaris memberikan  arahan  tentang  managjemean  risiko
Perseroan, yang kesesuaian penerapannya:®

1) Terdapat kebijjakan Dewan Korisaris mengenai pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perseroan
dan pelaksanaannya.

2} Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenal pengawasan dan
pemberian nasihat  terhadap  kebijakan  dan pelaksanaan
fmanajemen risiko Perseroan.

Y Dewan  Komizaris melaksanakan pengawasan dan pambearian
nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
Perseroan.

4] Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan
manajemen  risiko  Persercan  (termasuk  rencana  kera  unit
manajermnean risike), hasil analisis risike alas rancangan REAF dan
strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen
risiko berkala vang disarmmpaikan oleb Direkei.

0 Terdapat hasil lelaah Dewan Komisans  atas  kebijakan  dan
pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

&l Prases telaah yvang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan
seluruh perangkat di Dewan Komizaris (Komite Dewan Komisaris).

7l Cewan Komisaris menvampaikan arahan tentang peningkatan
kualitas kebijgkan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

£] Kualitas wang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang
manajemen risiko Persercan.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistern teknologi informasi
yang digqunakan Perseroan, Sistern Teknologl Informasi mencakup:™

1) Terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan
pemberian nasihat terbadap kebijakan sistem teknologl informasi
Persercan dan pelaksanaanriva,

£ Terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan
pemberian nasinat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi
Perserzan dan pelaksanaanmyva.

3y Dewan HKomisaris melaksanakan pengawasan dan  pemberian
nasihat terhadap  kebijakan dan pelaksanaan sistern  teknologi
informasi.

** Lampiran Keputusan Sekrelans Mentan BLIMN SE-165 MBLY2012 Bals [ Angka 52

Tl

Larmprran Repubusan Dekretans Menter BUMB SH-16/5 MBILF2012 Bab Il Angka &3
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4)  Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan sistem teknologi
informasi dan pelaksanaan sesual dengan rencana kerja yang telah
dizsepakati.

5 Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem
teknologl informasi Persergan dan pelaksanaanmya.

&) Proses lelaah yang dilakukan oleh Dewan Homisaris menggunakan
seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).

71 Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

£] Kualitas vang memadai atas arahan Dewan HKomisaris tentang
sistem teknologi informasi Persercan dan pelaksanaannya.

Tarsedianya kebijakan dalam hal Dewan Komisaris memberikan arahan
tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir,™

Tarsedianya kebijakan dalam hal Dewan Komisarie memberikan arahan
tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesual
dengan standar akuntansi yang berlaku urmum di Indonesia (SAK)*

FTersedianya  kebpakan  dalam  hal  Dewan  Homisaris  melakukan
pengawasan dan pemberian rasihal ternadap kebijakan pengadaan dan
palaksanaanmya ™

Tersedianya kehijakan dalam hal Dewan Kamisaris memberikan arahan
tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan
tersebut,

Tarsedianya  kebijakan-kebijakan  dalarm hal  Dewan Kamisars
memberikan  arahan tentang kebjakan mengenal pengawasan  dan
pemberian nasinat Dewan Komisaris, atas kepatuhan Perseroan dalam
menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan
Anggaran Dasar Persercan serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat aleh Persercan dengan pihak
ketiga ™

Tersedianya kebijakan dalam hal Dewan Komisars mengawas dan
memantau kKepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurisan Perseroan
terhadap pelaksanaan RKAP dan RIPP®

Tersedianya kebijakan dalam  hal mekanisme  Dewan  Komisaris
rmemberikan  persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan  Kamisaris
terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan
Dewan Kormisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran
Dasar Perseroan. ®

* Lampiran Keputosan Sekretaris Menteri BUMMN SH-16/5 MBS 2012 Bab |1 Angka 54

=

" Llampiran Keputusan Sekretaris Menter SUIMMN SK-16/5 MBLISZ012 Bad 111 Angka 55
Lampiran Kepulusan Sekretaris Menteri BURMN SK-16/5 MBU/2012 Bab 1l Angka 55
Larmpiran Heputusan Sekredaris Menteri BUMN SH-16/5 MBU/2312 Bab Il Angka 57
Larripiran Keputusan Sehretaris Menten BURMMN SE-1655 MBLLAO12 Bak T Angka 53
Lampiran Keputuzan Sekrataris Menter BLIMMN SH-16/5 MBLLZ012 Bak 1l Angka 59
Lampiran Kepuluzan Sekretarss Mender BUMN SE-16/5 MBLU2052 Bab 1l Angka &4
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Tersedianya kebijakan dalam hal prosedur Dewan Komisaris mengenai
proses penunjukan calon auditor eksternal danfatau penunjukan kembali
auditar eksternal kepada RUPS,

Tersedianya kebigkan dalam  hal  Dewan Homisaris  melakukan
pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan hasil
audit nternal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan
dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris,

Tarsedianya kebijakan dalam hal Dewan Komisaris melaporkan dengan
segera kepada RLPS, apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Ferseroan
serta  saran-saran yang telah disampaikan kepada Direks untuk
memperbaiki permasalahan yang dihadapi. *

Tarsedianya kebijakan  dalam  hal Dewan Homisaris  melakukan
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolzan
anak perusahaan

Tersedianya  kebijakan dalam  hal Dewan Homisaris melakukan
pengangkatan Direksi dan Deawan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan. ™

Tersedianya kebijakan dalarn hal Dewan Homisaris mengusulkan calon
Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesual dengan kebijakan dan
kriteria seleksi vang ditetapkan,

Tarsedianya kebijakan dalam hal Dewan Homisaris menilai Direksi dan
melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saharn. %

Tersedianya  kebijakan  dalam  hal Dewan  Homisaris  melakukan
pengusulan remunerasi Direksi sesuai dengan ketentuan vang beriaku
dan pemilaian kinerja Direks.™

Tersedianya kebijakan mengenal (potens) benturan kepentingan yang
dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris ™

Tarsedianya kebijakan dalam hal Oswan Komisaris memantau penerapan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik. 1elah diterapkan secara
efektif dan berkelanjutan ™

Lampiran Keputusan Sekeetans Menten BLMN SHAS/5 MBUZ012 Sab 11 Angka 51
Lamipiran Keputusan Sekretaris Menieri BUMN SE-1605 MEL 2002 Bab 1 Angka 52
Larnpirars Keputusan Sekrelanis Menteri QUMM SK-16/5 MBL2012 Bab 1 Angka 53
Larmiparan Reputusan Sekretans Meotern 8UMM S5H-160 MBLUTZ012 Bab I Angka &4
Lampiran Keputusan Sekretaris Manter UMM SE-1655 MEBELLZ012 Bab 1 Angks G5
Larmiparan Keputusen Sekeslarnis Mentcr SLIMMN SH185 MBLY 2012 Bab 1l Angka &6
Larmpivan Repulesan Sekeelarnis Monter UMM SH-1605 MBUIZ012 Bab 11 Anaka &7
Larmpiean Beputusan Sekretlaris Menterd SURMRN SE-1605 MBLLZD12 Bab 1 Angka 68
Lampiran Keputuzan Sekrataris Menten BLIMR SE165 MEBLLZ012 Bakb 11 Angka &9
Lampiran Keputusan Sekretaris Menter BUMN SH-16/5 MBUJ/2012 Bab Il Angka 70
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ff.  Agar pelaksanaan tugas Dewan Homisaris dapat berjalan secara efeklif,
perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1} Komposisi Dewan Komisans harus memungkinkan pengambilan
keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak
independen,”

2l Komposisi Dewan  Komisans  dapat menjamin berjalannya
mekanisme check and balance, sehingga pengambilan keputusan
dapal  dilakukan secara efektif, tepat dan  cermat, =eria
independen,”™

3} Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan
memiliki  kemampuan, sehingga dapat menjalankan fungsinya
dengan baik termasuk memastikan  babwva Direksi  telah
memperhatikan kepantingan sermua pemanaku kepentingan,™

4] Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan  Komisaris
mencakup  tindakan pencegahan,  perbakan, sampai pada
pemberhentian sementara.”™

gg. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perseroan
untuk kepentingan dan tuuan Perseroan.™

hh. Dewan Homisaris melakukan pengawasan atas Kebijakan pengurusan,
mlannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perzerdan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

il Coewan Hormisarns tudak boleh turut serta dalam mengambil keputusan
aperasional, Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan sesuai
dengan Anggaran Dasar Persercan dan peraturan perundang-undangan,
maka keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas
dan penasihat, sehingga tanggung jawab operasicnal tetap berada pada
Direksi.™

ii. Calam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris
dapat mengenakan sanksi kepada Anggota Direksi dalam  bentuk
pemberhentian sementara,  dengan  ketentuan  harus  segera
ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.™

kk.  Apabila terjadi kehosongan dalam Direksi atau pada keadaan tertentu
sebagaimana ditentukan <leh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan, untuk  sementara Dewan EKomisans  dapat
rnelaksznakan  fungst Direksi sehingga  keputusan-keputusan  yang
diambil merupakan keputusan operasional =

b

I R |

Pedoman Urnurm GCG Indonesia Tanun 2006 Bab W bagian © Angka 1
Pedoman OO0 Perusahaan Asuranst 2009 Bab IV bagian O Angka 1
Pedoman Ui GOG Indonasia Tanun 2006 Bab 1V bagiasn C Angka 2
Pedoman Urmurn SO0 Indonaesia Tabun 2308 Bab 1V bagian C Angka 3
Urdang-Undang 189 Tahun 2003 Pazal § Angka 2

Pedoman GCG Perusabaan Asuransi Tahun 2009 Bah 1V bagian C Argka 3.1
Pedoman GCG Perusahaan Asuranst Tabun 2009 Bat Y bagian C Argka 3.2
Pedoman GCG Peruszhaan Asurans Tabiun 2009 Bab IV bagian C Argka 3.3
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Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Anggota Dewan Hormisaris baik
cpcarg bersama-sama dan ataw sendiri-sendini Derhak memperaleh
informasi teritang Perseroan secara lengkap dan tepat waktu ™

. Dewan HKomisaris harus meriliki Tata Tertib Dan Pedoman Kerja

(charter), sehingga pelaksanaan tugasnyas dzpal Llerarah dan efeklf serta
dapat digunakan sebagai salah satu alal penilaian kinerja ®

Dewan Komiszris dalam fungsinya sebagal pengawas, menyampaikan
laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Persergan
oleh Direksi, dalam rangka mempercleh pembebazan dan pelunasan
tanggung jawab lscquit et gecharge) dari RUPS Y

Dewan Kormisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Homisaris dan
menyimpan salinanmya. ™

Dewan Homisaris melaporkan kepade Ferseroan mengenal kepemilikan
saharmnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Persercan
lain®.

Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan vang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Dewan Komisaris bartugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya  balk  menganai
Perseroan maupun usabha Persercan yang dilakukan oleh Direksi, serta
rmemberikan nasihat kepada Direkst termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Jangka Fanjang Peruszahaan, Rencana Hera dan
Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang  berlaku,
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.®

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisars mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai pada pemberhentian
sermentara.™

Dalam melakukan pengawasan alas pengurusan Perseroan, Dewan
Homisaris membuat pembagian wugas yvang distur oleh Dewan Komisaris
sendiri

Fedoman GG Perusahaan Ssurans Tahon 2009 Bab IV bagian C Angla 5.4

Fedoman GCG Perusahaan Ssuransi Tahun 2000 Bab IV bagian C angka 35

Fedoman GG Parusahaan Azurans Tabwn 2005 Bal 1V bagian O Angka 3.7

Undare - Undang 40 Takom 2000 Pazal 1146, Hurut a

Undang-Undang 40 Tahun 2007 Fazal fla, Huruf &

Undzng-Undang 40 Tahun 2007 Fazal 216, Hural ¢

Anggaran Dazar PT ASABRI [Persers] Pazal 15 avat (1)

Fadormedn Lmiom GCG Indanesia Tahun 2006 Bab 1Y bagian C Angka 3

Feraturan Menteri BUMN Per-01MBL/2011 sebagaimana telah diubah dengan Per-09/MBUZ2012 Fasal 12

ayat [d)
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Fembagian Tugas Dewan Homisans™

4.

Tugas Komizaris Utama adalah mengoardinasikan dan mengendalikan
Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi dan tugas, wewenang dan
kewajiban termasuk terhadap perangxat Dewan Komisans yang ada,
iSekretaris Dewan Komizaris dan Komite-Komitel, Kamisaris utama dapal
langsung  berkoordinasi kepada Direktor Utama untuk menunjang
tuQasnya.

Tugas Anggota Dewan Komisaris 1 (satu) adalah fokus pada pengawasan
dan penaschatan terkait praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik,
sehingga Persergan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,
independen, wajar dan akuntzbel kepadz Pemegang Sabam dan
stakeholder termasuk kepedulian kepada lingkungan, Anggota Dewan
Komisaris 1 [satu} dapat langsung berkoordinas kepada Direklur Sumber
Dava Manusia dan Umum untuk meanunjang tugasnya.

Tugas Anggota Dewan Komisaris 2 (dus) adalah fokus pada pengawasan
dan penasehatan terkait jnternal contro! serta permberdayvaan unsur
pangawasan mealalu komite audit, Anggota Dewan Komisaris 2 {dua)
dapat langsung berkoordinasi kepada Direktur Operasional untuk
menunjang tugasnya.

fugas Anggote Dewan Komisaris 3 (tiga) adalah folus pada pengawasan
dan  penasehatan  lerkail bidang pengelolaan  kewangan termasulk
pencmpatan dana investasi serta pengembangan wsaha untuk menjaga
kelangsungan usaha, dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian
dengan memberdayakan komite investasi dan risike Persergan. Anggaota
Dewan Komisaris 3 (tiga) dapat langsung berkoordinasi kepada Direktur
Irvestase dan Keuangan untulk manunjang tugasmyea.

Wewenang Dewan Kormisaris™

a,

Melinat  buku-buku,  surat-surat,  serta dokumen-dokumen  lainnya,
mermerikea kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan
memeriksa kekavaan Persercan.

Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor vang dipergunakan oleh
Perseroan.

Meminta penjelasan dar Direksi dandatag pejabat lainnya mengenai
s2gala Persoalan vang menyangkut pengelolaan Perseroan,

Mengetanui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijatarkan olek Direks,

Meminta Direksi danfatag pejabat lainnya dibawah Direksi dengan
sepengetahuan Lireksi untuk menghadini rapat Dewan Komisaris,
Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan  Komisaris, jika
dianggap perlu,

Memberbentikan sermentara Anggotz Dirgksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Persercan ini.

Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan Parseroan.

¥ Keputesan Dewan Komisaris KepdG7OMASYIIZDIE wentang Pedarman Kera Dewan Komisaris

FT Azabn {Persero)

Anggaran Dazar PT ASARRI (Persers) Pasal 15 avat |2]
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i. Mengounakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka  wakiu
tertanly atas beban Persercan, jika dianggap perlu.

i Melakukan tindakan pergurusan Perseroan dalam keadaan fertentu
untuk jangka waktu tertentu sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar
Persercan.

k.  Mengnadir rapat Direksi sesual dengan undangan atau tanpa persetujuan
terlebih dahulu dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal
vang dibicarakan.

L. Cewan Komsans dapal memanggil atau meminta keterangan kepada
pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi (Kepala Divisi atau Kepala Kantor
Cabang) den  pejabat 2 {dua) tingkat dibawah Direksi [Kepala Bidang)
tanpa persetujuan Direksi.

m. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya  sepanjang  tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
Perseroan, dan/atau Keputusan RUPS

4. Fewajiban Deawan Komisans

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus  mematuhi
Anggaran Dasar Persercan dan peraturan perundang-undangan serta
wajin  melaksanakan  prinsip-prinsip  profesionalisme. efisiensi,
transparansi, kemandinan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran.®

(+3 Beriktikad bDaik, penuh kehati-hatian dan berdanggung jawab dalam
rmenjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasibat kepada Direksi
untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan
Perseroan.”™

i Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUFPS/Menteri mengenai
alasan pencalonan dan besarnya honorarium/fimbal jasa yang diusulkan
untuk auditor eksternal. *

o, Dewan Komisars harus memastikan babwa auditor eksternal, auditor
imternal, dan KEomite Audit, serta xomite lainnya jika ada, memiliki akses
terhadap catatan akuntansi data penunjang, dan informasi mengenai
Perseroan, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan tugasmya, ™

. Dewan Homisaris harus memantaw  dan memastikan  babhwa good
cofporate governance  telah diterapkan secara efekif  dan
berkelznjutan.™

5 Tanggung Jawab Dewan Homisaris
a Crewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Persergan ™

B Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian,
dan bertanggung jawab dalam menjalankan lugas pengawasan dan

T
E-T

Undang-Undang 19 Tahun 2003 Fasal & Angka 2

Lindang-Undarg 40 Tahen 2007 Pasal 114 ayal (2)

Feraturan Menteri BUMMN Per-J1LMBL2011 sebagaimana telab diubab dengan Per-020BL2002 Pazal 31
ayat [3)

Peraluran Menten BUMN Per-QLIMBELUEDLE sebagaimara telah diubah dengan Per-09/MBUFZ012 Pasal 52
Paraluran Menter BLIMB Per-OLMEBL201E sebagaimana telah divbah dengan Per-09/M8L0201E Fasal 12
ayat {7}

Lndarg-Undang 40 Tabun 2007 Fasal 114 avat (1)
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pemberian nasinat kepada Direksi, wntuk kepentingan Parseroan dan
sesuai dengan maksud dan twjuan Perseroan.®

¢.  Setiap anggota Dewan Homisaris kot bertanggung jawab secara pribadi
atas wkerugian Perseroan apadila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya.™

d.  Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 {dwa) anggota Dewan Komisaris
atay lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf C barlaku
secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Kamisaris.'™

] Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabhkan atas
kerugian  sebagaimana dimaksud pada huruf ©  apabila  dapat
mambuktikan: ™

1l Telanh melakukan pengawasan dengan kikad baik dan kehate-
hatian untuk kepentingan Persercan dan sesual dengan maksud
dan tujuan Ferseroan;

2] Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung mavpun tidak
langsung alas tindakan pengurusan Direksi vang mengakibatkan
kerugian; dan

31  Telah memberizan nasihat kepada Direksi untuk mencegabh timbul
atau berlanjulnya kerugian tersabut

F Ataz nama Perseroan, permmegang saham yang mewakili paling  sedikit
110 {sate persepuluh) bagian dari jumlah selurubh saham dengan hak
suara daoat menggugat anggota Dewan Komisaris yang  karsna
kesalzhan atau kelalziannya menimbulkan keruglan pada Perseroan, ko
pengadilan negeri

4 Calar hal terjadi kepailitan karena kezalzhan ziau kelalaian Dewan
Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang
dilaksanakan oleh Dircksi dan kekayaan Perseroan tidzk cukup untuk
membayar selurub kewajiban Perseroan akioat kepailitan tersebut, setiap
anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikul bertanggung
jawab dengan anggots Direksi atas kewajibar yang belurm dilunasi '™

F Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga bagi
anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun
sehelum putusan pernyataan pailit diucapkan. '@

= Ungang-Undang 43 Tabuan 2007 Pasal 114 ayat (2]
¥ Undang-Undang 40 Tahun 2007 Fagal 114 ayat [3]
T LUndarg-Urdang 40 Tahun 2007 Pasal 114 wat 14
A Undarg-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (51
¥ Undarg-Undeng 40 Tahun 2007 Faszl 114 ayvat 5]
2 Undarg-Undang 40 Tahun 2007 Fasal 115 ayal (1)
B Undarg-Unda g 20 Tehun 2007 Fasal 115 apal £2)
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i. Anggots Dewan Komisans tidak dapat dimintal pertanggungjawaban atas
kepailitan Parsaroan sebagaimana dimaksud pada hunuf a apabila dapat
membuktikan:

11 kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

21 telah melzkukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan Persercan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perzeroan;

31 tidak mempunyal kepantingan pribadi, baik langsung maupun tidak
langsung  atas  tindakan pengurusan oleb Direks,  yang
mengakibatkan kepailitan; dan

4 lelahr memberikan  nasihat kepada Direksi wuniuk  mencsgah
terjadinya kepailitan

i- Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Homisaris atas keszlahan dan
kalalziannya wvang diatdr dalam Undang-Undang Perserpan Terbatas, tidak
mangurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum
Pidana *

E. Etika Jabatan Dewan Homisaris
L B Etika Hetaladanan

Cewan Komisars haros mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung
the highest ethical standard di Peruzahaan, salah satu caranya adalah dengan
menjadikan dirinya sebagai teladan vang baik bagi Direksi dan seluruh Pekerja
Parisanaan

2. Euka Mepatuhan Terhacdagp Peraturan Perundang-undangan

Cewan Komisaris wajib mematuhi paraturan perandang -undangan  vang
berlaku, Anggaran Casar dan Pedoman Good Corporale Governance (GCG
Cadtal serta kebijakan-kebijakan Parusahasn vang telah ditetapkan,

) Etika Ketarbukaan dan Kerahasiaan Infoanmasi

Dewan Komisans harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang baraku, dan selalu manjaga kerahasizan
informasi-informasi  Persercan  yang bersifat rahasia yang dipercayakan
kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdaku
serta kebijpkan Persercan.

4. Etika Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi
zelama menjabat, Dewan Komisaris tdak diperbolehkan untuk;

a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendisi,
keluarga, kelompak usahanya dan/atau pihak lain.

b Menggunakan aset Perseroan, informati Persercan atau jabatannya
selaku anggota Dewan Komizaris untuk kepentingan pribadi ataupun
orang lain, vang bertentangan dengan ketentuan peraturan parundang-
undangan serta kebijakan Perseroan yvang berlaku

W9 Undang-Undang 40 Tahon 2007 Dasal 115 ayat (3
Vi edang-Undang 40 Tahun 2007 Rassl 155
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Berkompetisi dengan Peruszhaan yaitu menggunakan  pengetahuans
informasi  dari dalam  (inside  information)  untek mendapatkan
kauntungan bagi kepentingan setain kepentingan Ferusahaan

::"!-

d.  Mengambil keuniungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan
fasilitas vang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris Persercan,
wang ditentukan oleh RUPS

Etika Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghingan  adanya  benturan
kepantingan, antara lain dengan:

3. denghindari terjadinys benturan kepentingan.

B, Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya
dalarm malaksanakan 1Ugas.

. Mengisi daftar khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya
danfatay keluarganya pada Perseroan lain, termasuk bila tidak memiliki
kepemilikan saham, sera secara berkala setiap akhir tahun melakukan
pembaharuan {updating} dan wajib membentahukan Persercan bila ada
perdbanan data, sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

. Tidak menanggagi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan
apapun, balk permirtaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu
termasuk dan tidzk terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi
pemerntah dan pariai politik yang barkaitan dengan  permintaan
surrtbangan, terrmasuk yvang berkaitan dengan pengadaan barang dan
jasa di Persercan  sepanjang  hal tersebut dapat mempengarndhi
pengamilan suatu keputusan.

i Berpedoman  untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan
pribaci atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait, yang
berentangan dengan kepentingan Fersercan. Melakukan pengungkapan
ldfiscloze) dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan anggota Dewan
komusans yang bersangkutan tidak boleh melibatkan din dalam oroses
pengambilan keputusan Persercan yang herkaitan dengan hal tersebut

Etika Berusaha Dan Anti Korupsit™

Anggota Dewan Homisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau
manerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu vang berharga
kapada atau dari pelanggan, mitra, rekanan ataw seorang pejabat/pegawai
instansi permarintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas aga yang
telabh  dilakukannya dan  tindakan lainnya sesuai peraturan  perundang-
unZangan vang berlaku.

T Peraturan Merten BUMN Per.01/MELZ01] sebagaimana telzh diubah dengan Per-00/MBLZ017 Pasal 40

Ayt i)
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Etika Setelah Berakhirmya Masa Jabatan Dewan Komisaris
Anggota Daewean Komisaris yang tidak lagi meanjabal, wajib untuk:

a Mengembalikan seluruh dokumentasi yang barbubungan dengan jabatan
yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnys 30
(liga puluh) han kalender setelah pemberhentiannya,

b Apabila Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan meningasl dunia
sewsekiy menjabat, maka ahli waris Anggota Dewan Komizans tersebut
wajik mengembalikan dokumentasi sesusi dengan huruf a tersebut
diatas

. Memyampaikan LHKPN (Laporan Harta Hekayaan Penyelenggara MNegara
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirmya jabatan.'™

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota
Dewan Homisaris, diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Standar
Etika Parusahaan [Code of Conduct).

. Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisans

1

Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerjig dan anggaran tahunan
Dewan Komisaris vang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Rencana
Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) '

Setlap awal tahun anggaran, Dewan Komisaris menyusun rencana angoardn
yareg ankara lain melipoti;

a.  gajifhongrarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan  Komisaris,
sekretaris Dawan Komisans beserta staf Sekretaris Dewan Komisaris, dan
gajifhonararium anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris;

biaya pendidikan dan pelatihan ze2ra seminar-seminar;

biaya perjalanan dinas dalam dan luar nageri;

o n oo

Biaya adrministrasi dan umum;

biaya untuk jasa kantar akuntan pubilik, konsultan dan t2naga ahli;
anagaran natin untuk pengadasan sarana kerja;

9. anggaran pelaksanazn tugas khusus; dan

h. anggaran tidak terduga.

i

Anggaran Dewan Homisaris tersebut di atas, merupakan  penjumilahan
kebubtuhan  anggaran di linghungan Cewan Komisars ditambabh dengan
anggaran  Sekretaris  Dewan  Komisaris, yang penggunaannya  rmenjadi
kewvenangan Dawan Eormisarns

Permeriksaan (suditl terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan oleh
auditar yang ditunjuk cleh Perusahaan.

% Poraturan Kamise Pembsrantasan Boroos 0F Tahun 2016 Pasal o ayat {2
W Peraluran Mordard BUMN Per-02/MBU2011 sobagairmana telah divbah dengan Per-CliBLE0EE Basal 12

aar |5}
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H. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Bomisaris wajib menyvampaikan laporan @ntang twgas pengawasan
yang lelah  dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada
GBUPS/Menteri 1?

a Dewan  Komisaris  harmos  memastikan babwa  dalam Laporan Tahunan
Persercan telah mamual informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekarjaan
utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk ragat-rapat
yang dilakukan dalam saty tahun buku {rapat internal maupun rapat gabungan
dengan Direksi), serta honorariurn, fasilitas, danfatau turjangan lan yang
ditarirma dari Parsergan.-*

3 Dewan Kamisaris wajib melaporkan kepada Persercan mengenai kepemilikan
sghamnya danfatau  keluarganya pada Perseroan dan perusahaan  lain,
termasuk satiap perubahannya "

4, Dewan Komisaris  meanyusdn  laporan kegiatan Dewan  Komisaris  yang
merupakan bagian dari laporan penerapan Tatz Kelola Perusahaan Yang
Baik **

5. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laparan
peranggungjawanan pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Dineksi
Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan
Tahunan yvang disampakan kepada RUPS untuk mempercleh persetujuan '™

. Dewan Kamisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laparan
perangguigiawalan pengawasan atas pangelclaan Persercan oleh Direksi,
dalarm rangka memparolen pembabasan dan palunasan tangguing jawalk
(acquit et decharge) dan RUPS S

7 Deangan diberikannya parsetujuan atas Laporan Tahwenan dan pengasaban atas
laporan  kKeuwangan, berarti RUPS  telah memberikan pembebasan  dan
pelunasan tangaung jawab kepada masing-masing Anggota Dewan Komisarns,
sgjauh  hal-hal tersebut tercermin dar Laporan Tahunan, dengan  tidak
mengurangi tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Komisaris dalam
bl terjadi tindak pidana atau kesalahan danfatau kelalaian vang menimbulkan
kerugian bagi pihak  ketiga yang tidak dapat digenuhi dengan  aset
perusahaan 119

8  Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RLIPS merupakan parwujudan
akuntabilitas  pengawasan  atas  pengelolaan Persercan dalam rangka
pelaksanaan asas-asas good conpomEte governanoe Y

M Peraturan Menleni BUMMN Per-0 0/ MBLZ201 sebagaimana telah diabah dengan Per-05/MEUZ012 Pasal 12
ayan 16

M Peraluran Merilesi BUMM Per-02/MBLA201LT sebagaimana telah diubah dengan Per-0GAELLIZ0TE Pasal 12
At 1]

T Peraluren Memlen QUMM Cer-0UMBELDN sebagmimana telab divban dengan Per-T20MSLIZ012 Pazal 12
i 14

"5 Peraturan Oterilas Jasa Keuangan 73/P00E Q52018 Pasal 21 faeryf o

T Pedoman Umuer SCG Indoresia Tabun 20056 Bab IV bagian © Angka 51

"= Pedoman Umarm SOG lodonesa Taten 2006 Bab I bagian © Angka 3.6

U Pedaman UWsnwm SCG Indonesia Takun 2008 Bakb 1 bagan O Angka 5 2

U Pedesman Lrmam GOG Indanasia Tabuen 20005 Bab 1 bagian © Angka 5.3
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Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan
L. Program Pengenalan

a Kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya
wajib dibarikan grogram pengenalan mengenai Persergan 9

b Tanggung jawabr unluk mengadakan program pengenalan tersebut
berada pada Selretaris Penusahaan atau siapapun yang menjalankan
fungsi selagai Sekretaris Perusahaan.™

£, Materi pragram pangenalan meliputi*

1} pelaksanazn  prinsig-prinsip good corporate  governance  oleh
FParsarcan,

1 gambaran mangaenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan
lingkup keqgiatan, kinerja keuangan dan operas, strategi, rencana
usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, nsiko
dan masalah-maszalah strategis lainnya;

3 metarangan berkatan dengan kewenangan yang didelegasikan,
audit internal dan eksternzl, sistern dan kebijakan pengendalian
internal. termasuk Komite Audit; dan

d4)  keterangan mengenai 1ugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperoolehkan.

ol Program Pangenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan.
kunjungan ke Persercan dan pengkajian dokumen atau program lainny
vang Jdianggap sesual dengan Persergan, dimana program tersebut
dilaksanakan. '

e Mekanisme penerzpan pogram pengenalan dan pendalaman bagi
Dewan Kamisaris adalah: 122

1 Dawan BEomisaris menyvampaikan kepads Direksi untuk diadakan
program penganalan bagi Anggota Dewan Komisars yang baru
clianglkat

21 Laporan  terkait tingkat kebhadiranfkeakifan  Anggola Dewan
Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Parsercan

f. Dewan  Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka
maningkatkan kompetenzi Anggota Dewan Komisars sesuan dengan
kebutuhan, Cakupan pensrapannya adalah

F‘n:rallll.lrun Marden BLIMN Per-0LMBLEDLL sebagamana lelah disbah dengan Fer- DS BLLIZ0TE Pagal 43
?':;:;';Ijlri"l Marten SUMN Par-O1TMAELENL sebagnimana Ieah divbah dengan Per-09MBLE01Z Passl 43
'1!";} :é:"”' Masnilen BUMN PasOL/MELI2011 sebagaimana telah diubah dengan Per-09/MBU/2012 Pasal 43
E?.Talr;]m Merster BUMN Pen0UMEBLZ01E sebagaimana telah diubah dengan Per- 0%/ BU/2012 Pass] 43
tll:irl..lr.l:ﬂ]dr: Keputusan Sekretaris Menberni BLIMR SE-16505 MBUS2012 Balb 10 Anghi 41
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1)  Dewan Komisars memusun tentang  pelatiban bagi Dewan
Komisaris

21 Dewan Homisaris menyusun réncana kerja dan anggaran untuk
kegiatan pelatihan bagi Anggata Dewan Homisars.

31 Pelaksanaan program palatinan meliputi:

al Pelaksanaan pelatinan  bage Anggobta  Dewan Komisans
direalisasikan sesuai dendgan Rencana Hera Dewan [(omisans.

by  Terdapat laporan tentang hasil pelatinan yang telah dijalani
Angoota Dawan Komisaris

£ Program Pendalaman Pengetabuan

a Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atau
kapengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi. maka Anggota
Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhbirzan
pangéetabiuannya (update kinowledge).

] Lntuk memrasilitasi pelaksanaan wpdate knowledge iersebul, maka
Aanggota Dewan Komisans pedu mendapatkan pendidikan berkalanutan,
yang dikombinasikan  dalam  seff-study dan keikutsertaan  pada
pendidikan khusus, pelatinan, workshop, seminar, conference, yang
dapat  bermanfaat  dalam meningkatkan  efektivitas  fungst  Dewan
K MIsars.

C Fendidikan berkelanjutan dapat dilakokan di dalam dan di luar negeri,
dan atas Daban Parseraan,
J. Remunerasi Dewan Komisaris

i Hetentuan tentang besamya gaji atayu honorarum dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris ditetapkan cleh RUPS.1#

P Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan dapat terdin atas: *°
al honararium,
a] tarjangan dagat meliguti
1) turjangan hari raya,
20 njangan transportasi; dan
3 asuransi purna jabatan
el fasilitas meliputi:
L rasilitas kesehatan; dan

21 fasilitas Bantwan bukurm

'#% Lampiran Keputusan Sekretaris Menten BUMM SH-16/5 MBL2012 Bah 1 Angka 47

M Urdarig-Lingaeng 20 Tahure 2007 Pasal 113

1% Lampiran Peraturas Menaten GUMS Per-047MBU 2014 ssbagaimana  welah divkab dengan Ber-
2MELDEI2016 Bab | Huruf A angka 2
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dl tantiemdinsentil kinerja, dimana di dalam tantiern tersebut  dapat
diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Pamjang [Long Term
incerntive/LT!)

K.  Hal-hal Terkait Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Kamisaris dilarang memangku jabatan rangkap sehan_:]ﬂi:m

L Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Megara, Badan Usaha Milik Daerah,
EBadan Llsaka Milik Swiasta;

| ]

Jabatan lainnya sesual dendgan ketentuan peraturan perundang-undangan,

pengurus partal politik dan/atag calonfanggcta legislatif danf/atau calon kepala
Daerah/Wakil Kepals Daeran; danfatau

3 Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan,

i Rapat Dewan Komisaris

L Pangertian Rapat Dewan Komisaris

- Rapal Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan
Korisaris yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya, Agar rapat
Dewan Homisaris berjalan tertib, Dewan Komisans harus menelapkan
tata tertib rapat Dewan Kamisans, '™

£, Dewan Karmisans mermilikn pedormantata tertib rapat Dewan Romisaris

secuai dengan ketentuan perundang-undancan,

LZ&

£, Pedomanftats tertib rapat Dewan Komisars, antara lain mengatur™™

1)
£
3l
4]
5]
Bl
7

kehadiran pezserta rapat 15 menit sebelum rapat dimulai;

atika dalarm berbicara dan mengermukakan pendapat;

tata cara pengambilan keputusan.

tata penyusunan risalah rapat;

informas ketidakhadran dalam rapat;

pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; dan

pembahasan/telaah atas wsulan Direkst dan arahan/kepuiusan
RUPS terkait dengan usulan Direksi.

2. Ternpat Rapat

Hapat Dewan Homisars dianggap sab apatila diadakan ditermpat kedudukan
Persercan atau di tempat lain di dalam wilayvah Republik iIndonesia s

14k

Angaaran Dasar PT ASAGRT (Persera) Pasal 14 ayat (31)

¥ Peraturan Menteri BUMN Par-01/MBLIZ011 sebagaimana telah diibah dengan Per-0%/MBU/2012 Pazal 14

ayal (2]

b Lamplran Keputuzan Sekretars Menier BURMR SE-16/5 MBUY2012 Bab 1l Angka 72
gy armpiran Wepotusan Sekretaris Menteri BURMMN SE-16/58MBUS20E2 Bakb 1l Angka F2
:"-.rlr;lthlra 1 Damar FT ASABRI (Parsers) Pasal 16 avat (2]



Frekuensi Rapat

.

Rapat Dewan Homizars harus diadakan secara berkala, sekurang-
xurangnya sekali dalam setiap bulan™'. dan dalam rapat tersebut Dawan
Komisaris dapat mengundang Direksi.

Dewan  Hemisaris dapat  mengadakan  rapat  sewaktu-wakiy  atas
permintaan 1 {salu] 2lau  beberapa Anggota Dewan  Komisaris,
permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dar 1 (satu} atau
beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 170
{satu per sepuluhl jumiah saham  dengan  hak  suara,  dengan
menyebutkan hal-hal yarng akan dibicarakan ™

Jumiah rapat Dewan Bommisars hards dimuat dalam Laporan Tanunan
Persercan.™

Femanggilan Rapal

i.

Fanggilan rapat Dewsn Homisars disampaikan secara tertulis cleh
Komisaris Utama atau oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk  oleh
Kearmisaris Ularma dan disarmpaikan dalarn jangka waktu paling lambat 2
(tiga) hari sebelum rapat giadakan atau dalarn wakiu yang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tangoal
gangailan dan tanggal rapat.*

Fernyusunan undangan rapat dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Fanggilan rapat harus mencantumkan scara ataw agenda, tanggal, wakiu
dan tempat rapat.'#*

Panggilan rapat tersebut tidak disvaratkan apabila semua Anggota Dewan
Komizaris hadir dalarm rapat'™*

Hemadiran

=

£3

Searang Angogota Dewan HKomisaris hanys dapat meawakili seorang
Anoggota Dewan Komizaris lainnya '™

Rapal Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
vang mengikat apabila difadin atau diwakili oleh le2bih dari V2 [satw per
dua) jurmlah Anggota Dewan Komisaris '™

Jumlah kehadiran masing-masing Anggota Dewan Komisaris  harus
dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.'™

HPeraturan Menteri BUMN Per-01MBU200 sebagaimana tetah divhah gengan Per-0%/MEU 2012 Pasal 14

i1z

L

LY

[EH

ayik |4)

¢ Anggaran Dagar PT ASARRI Persera) Pasal 16 ayat (7]

Angaaren Dasar BT ASABRI [Persera) Pasal 16 ayat (8]
FPeraturar Menteri BLUMY Fer-GlLAMELI201L sebagaimana telah divbah dengan Per-059MMBLM201E Pazal 14

oyar [hd

Angaaran Dasar PT ASABR] (Perserod Pasal 16 ayat [2)
Angigirian Qagsar PT AZABRIIPersera) Possh 16 ayo (10]
Angaaran Qasar PT ASSER] [Persera) Pessl 16 ayat (11)
Angaaran Dasar PT ASABR] (Persero) Pasal 16 ayal (15)
Anggaran Dasar PTASABR]PCrsera) Pasal 16 ayat 112)
Faraturan Menteri BUMMN Per- 01AMELIF201L sebagaimana telah divbah dengan Per-05/MBLI2012 Pasal 14

ayat iG]
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Felaksanaan Kapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin cleh Komisaris Ltama =

Calam hal Komisars Utama tidak hadir stau berhalangan, rapat Dewan
Komisarizs Jipimpin oleh secrang Angoota Dewsan Komisans [ainnya yang
ditunjuk oleh Komisars Ltama 42

Calam  hal Komisaris WMama tidak melakukan penunjukkan,  maka
Anggota Dewan Homisaris yang paling lama menjabat sebagai Angaota
Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Homisars, ™

Dalar hal Anggota Dawan Kemisars yang paling lama menjabat sebagai
Anggoets Deawan Komisaris lebih dari sstu orang, maka Angaota Dewan
Homisaris vang tertua dalam usia bertindak sebagai pamimpin rapat =*

Mekanisme Pengambilan Kepuiusan

a

Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal,
terdiri atas pengamizilan keputusan melalui rapat Cewan Komisaris dan
pengarmbilan keputusan di luar ragat imelalui sirkuler dan lain-laink**

Dalarm mata acara lain-lain,  rapat Dewan Komisans tidak bernak
mengambil keputusan kecuali semua Anggota Dewan Komisaris atau
wakilmya wang sah hadir, dan menyvetujui penambahan mata acara
rapat ¥**

Pengambilan keputusan Dewan Komisars dilakukan s2suai dengan
standar wakty yang ditetapkan sejak usulan tindakan, disampaikan dalam
Rapat Deawan Kamisaris dan/atau Ragat Dewan Komisaris — Direksi atau
sacara beriulis untuk keputusan sickuler, tingxat kesegeraan berkisar 7
hari [baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup) #7

Tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan  keputusan  Dewan
Komizans kepada Direksi, maksimal 7 (fujuh) hari sejak disahkan atau
ditandatangani "

Dalam hal Dewan Xomisaris mangambil keputusan yang mengikat di luar
rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka kepulusan tarsabut harus
disetujui secara tertulis oleh zemua Anggota Dewan  Komisans.
Eeputusan Dewan Komisans tersebut mempunyai dava mengikat dengan
kekuatan hukum vang sama dengan keputusan Dewan Komisaris yang
dihazilkan rapat Dewan Kormisans sacara fisik

M fngoaran Dasar BT ASABR] (Pessero) Pasal 16 aval (16]
MF Anggaran Dasar BT ASARRI (Perzarc) Pasal 1S aval (14
M angearan Dasar PT ASABRI (Perserc) Pasal 15 aval (18]
19 Anggaran [rasar BT AEADRD [Persero) Pasat B ayat (19)
M Lampiran Keputusan Selkrataris Menteri BUMR SK-L605 MBU2012 Bab 1 Angka 441
M anggaron Dasar PT ASADRI (Persera) Pasal 156 aval (131
M Lampiran Keputusan Sekratans Mentei BLMA SKE-16/5 MBLY2012 Bab 11 Angka =4 7
M2 [ armpiran Keputusan Selretars Manben BUMN SH-1675 MALL 2002 Bab 11 Angka 243
ME Lampiran Keputusan Sckretaris Menten BUMB SE-1605 MBL2002 Babs 1 Anghia 44 3
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Semua keputusan dalam rapat Dewan Homisaris diambil dengan
musyawarah untuk mufakat =

Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan
rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa ™

Setiap Anggota Dewan Komisars berbak untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara ditambah 1 {satu} suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang di
wakilinya."™

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama baryaknya, maka
keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat
dengan Letap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban,
kecuali mengenai diri arang, pengambilan keputusan rapat dilakukan
dengan pemithan secara tertutup.'™

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.'™

Calam hal usulan lethh dan dua alternatil dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dar Y (satu per
dua) bagian dan jumlah suara yang  dikeluarkan, maka  dilakukan
pemiliban ulang terhadap dua wsulan yang memperaleh suara terbarnyak
sehingga salab satu usulan memperoleh suara lebih dari %% (satu per dual
bagian darn jumlah suara yang dikeluarkan. ™

Suwara yang lidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.*

Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, Seorang
Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya  cleh
Anggota Dewan  Komisaris lainnya berdasarkan  kuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperluan itu ™’

B Risalah Rapat

4.

Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang
memuat  pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik
pandapat yang mendukung maupun yang  tidak mendukong atau
pendapat berbeda {dissenting opinion), keputusandkesimpulan rapat,
serta alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris, apabila ada ™

Risalan rapat Dewan Komisars disusun dan diadministrasikan oleh
Sekretaris Dewan Komisaris.

Anggaran Dagar PTASABRI [Parsora) Fasal LE avan (200
Argegaran Dasar PT ASABRR] {Persera) Fasal 16 avat (21
Anggaran Dasar PT ASABRI [Persero) Fazal 16 ayat (22)
Anggaran Dazar PT ASABRI [(Ferseng) Fasal Le avat (23)
snggaran Dagsar PT ASABRI {Perseral Fasal LG avat [24)
Amggararn Dasar PT ASABRI {Persero) Pasal 16 ayat [25)
Anggaran Dasar PT ASABRIPersenod Fasal 16 avat [26)
Anggaran Casar PT ASABRI (Perserol Pazal 16 ayat [14]
FPeraturan Menteri BUMBN Per-O1L/MELIZ01E sebagamana elah dichah dersan Per-020MBLF2012 Fasal

Pasal 14 apal (3]



3B

Setizp Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapal
Dewarr Homisans, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir
dalarm Rapat Dewan Komisaris tersebat,™

Rizalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota
Devan Komisaris yang hadir dalam rapat, ™"

Asli risalah rapat Dowan Komisars disampaikan kepada Direlsi untuk
disimpan den dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan
salinannya.™

Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Homisarns harus disimpan oleh
Parseraan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.'*

Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat
sebelumnya.’™

Hasil rapat Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti seluruhnya. ™

M.  Organ Pendukung Dewan Komisaris

1

Organ  Pendukung  adalah perangkat Dewan  Komisaris yang  berfungsi
membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugaznya.

i,

Dewan  Komisarizs dapat dibantu oleh Organ Fendukung  Dewan

Komisaris, terdiri atas: '™

1) Sekretaris Dewan Komisaris;
2l Komite Audit;

3 Kormite Pemantau Risiko; dan
4] Komite Lainnya

Komite lainnya sebagaimana dirmaksud pada huruf a, terdiri dari namun
tidak terbatas pada’™*

1 Homite Pemantau Manajemen Risiko:
£ Komite Remuneras dan Mominas,
31 Komite Kebijgkan Tata Kelela Perusahaan; dan

dy  Komite Pengambangan Lsaha.

ayat {4}

Poraturan Menters BUMHN Per-OLMBLZD1L sebagarman (elan dribah dergan Per-09/MBL2012 Pasal 14

“ anggaran Dasar FT ASASBRI (Perserol Pasal 16 avat 141)

Anggaran Dasar PT ASABRL (Perserol Pasal 16 awal {5

== Peraturan Menters BUMEK Per-DLMBLEEIL sebagamana telah dubaeh dengan Par-090 L2012 Pasal 14

avat i5)

% Lampiran Keputuzan Sekrataris Menteri BUMR SK-16/5 MBLU20L2 Bab Il Angka 741
¥ Lampiran Hepulusan Seketars Menten BUMN SH-16/5 MBU201E Bab 1l Angka 74 2

Y5 peraturan Menter BUMN Per-01MBLIZOLT sebagairmana telah divbah dengan Per-0%/MBU/2012 Pasal 18

ayal (1)

5 paraturan Menten BUMMN Por-D1/MELZD1L sebagaimana telab divbah dengan Per-0%/MBL/2017 Pasal 18

ayat (2
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Sekretaris dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada hunaf a
anghka 1} diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban
Perseroan.'™

Tata Kerja Komite

G

Dewan Komisaris menetapkan Piagam Homite berdasarkan  usulan
Hornita, '™

Asli Piagam Komibe disampaikan kepada Crireksi untuk
didokumentasikan '™

sebelum  lahun buku  beralan, komite  wajily  menyusun dan
meryampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewsan
Kormisaris untuk ditetapkan,''"

Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada
kuruf ¢ disampaikan aleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk
diketabit?

Felaksanzan rencana kena dan anggaran tahunan komite dilzporkan
kepada Dewan Kormisaris ™™

Homite mengadakan rapat sekurang-kurangrya sama dengan ketentuan
rricimal rapal Dewan Komisaris yang  ditetapkan dalam anggaran
dasar '

Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat vang ditandatangani
oleh seluruh anggota komite yang hadir ™™

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan secara
tertulis olen komite kepada Dewan Homisaris.

Kehadiran anggota komite dalam rapat, dilaporkan dalam  laporan
triveulanan dan laporan tahunan kormita '

Komite bertanggung  jawab kepada Dewan Homisaris dan waiib
menyampaikan laporan kepada Dewan Kormisaris atas setiap pelaksanaan
tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukant™

kormite membuat laporan triwulanan dan laporan tahurnan epads
Dewan Komisaris.'”

Amggaran Cazar PT ASABRI (Ferserc) Paszal 14 ayat (23)

Peraturan Menteri UMM Fer-L2/MBUS2O12 Pasal 23 avat {1}
Feraturan Menler BUIME Pel2 MBL2002 Pasal 23 aval 121
Faraturan Merten BUMR Por-120MBU2002 Pasal 24 ayat (1]
Peraluran Menleri BUMMN Per-12/MBUS2012 Pazal 24 ayat (2]
* Peraturan Menteri BUMMN Per-12/MBLLZ2012 Pazal 24 ayvat (3)
Peraturan Menden BUMN Par-12/MOL 2012 Pazal 25 avat [1)
Peratluran Mamten BUMM Poer-12/MEL 2012 Fasal 25 ayat [2)
Poratyrar Menter BUMM Per-12/MBUY 2012 Fasal 25 ayat {3
Peraturan Menteri BUMMN Per-12/MBUSZ012 Pasal 26 aval (1)
Peraturan Manteri BUMN Per-12/MELL 2012 Pasal 26 avat (2)
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Laporan  komite sebagaimana dimaksud huref | dan hurof k
ditangatangani oleh ketua komite dan anggota komite™

Bardazarkan sural penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, komite dapat
mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta
sumber daya lainnya milik Perseroan yvang berkaitan dengan pelaksanaan
tugasmya -

Homite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana

dimaksud pada huruf m kepada Dewan Komisans. "

Homite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi
Ferserpan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya
digunakan untuk kepentingan pelaksanan tugasnya.'™

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan setiap 1 (saty) tahun dengan
menggurakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.'™

5 Homite Audit

Dawan Komisaris wajib membentuk komite audit yang terdiri atas Ketua
dan Anggotat™

retus dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Homisaris, ™

Hetua komite audit adalah Anggota Dewan Homisaris yang merupakan
Anggota Dewan Komisars Independen '™

Anggota kamite audit paling sedikit terdiri atas:'™®

11 1isatu) Komisaris Independen yang berkedudubkan s=bagai ketua;

2) 1 [(satu) orang anggota yang mermiliki keahlian di bidang audit,
keuangan, dan akuntansi; dan

3) 1 (satu) crang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau
pErgsuransian.

Fengangkatan dan pemberhentian anggota komile audit dilaporkan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Permilik Madal ™

Peratursn Menter BUMMN Fer-12/MBUS2012 Fasal 26 ayvan [5
Feraturan Menteri SUIMR Per-12/MBL2012 Fasal 27 ayva1 (1)
Feraluran Merters BLIMR Per-12 B 2002 Pasal 27 ayvat (2
Feraturan Merter BLMMN Par-120MB0 2012 Pasal 28
Peraturan Menten BUMN Por-12/MBLU201E Pasal 25
Peraturan Menteri BUMPM Par-12/88002012 Pasal 1L awat (D
Perataran Menieri BUMR Par-120MBUS201E Pasal 11 ayat (2)
4 Surat Edaran OJK 16/SE0IK.D5/2014 BAR 1 Angka 1 huruf &
#0 Surat Ecaran CUK 16/SEQJK.05/2014 Bab il angka 1

B Peraturan Meoterd BUMN Per-L2/MBUS2012 Pasal 11 avan (5
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f Anggota komite audit yang metspakan Angoota Dewan  Komisaris
berhenti cengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota
Dewan Komisaris berakhir '

. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai
hetua kormite audil, berhenti sebagai Anggota Dewan Kamisans, malka
ketua Kornite audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Kommizaris lainmya
dalam waktu paling lamtat 30 (tiga pulun) hari**

i Komite audit bekerja secara kolekiif dalam melzksanakan  lugasnya
membantu Dewan Hamisars.

1 Komite audil bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan Ugasnys maupdn
dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan
Komisaris.™

i Homite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam: '™
11 memastikan pengendzlian internal dilaksanakan dengan baik;

2l mermastikan pelaksanaan audit intermal maupun audit independen
dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlakuy;

3l memastikan  pelaksanaan tindak lanjut cleh Direksi atas  hasil
ternuan satuan kerja audit internal, auditor independen/cksternal,
dan hasil pengawasan Otaritas Jasa Kedangan:

S memberkan rekomendasi penunjukan calon auditor
independend/eksternal; dan

51 memastikan  kesesuaian  laporan keuangan dengan standar
akuntans yvang berlaku,

k. =elain iugas sebagaimana dimaksud pada hurwd §, Dewan Komasaris dapat
rmemberikan penugasan lain kepada komite audit yang ditetapkan dalam
plagam komite audil. '™

L. Selzin tugas sebagaimana dimaksud pada huruf modan buruf b, komite
audit lebih intensif memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan
kantor akuntan gublis kepada Dewan Bomisars, serta evalgast hasil
kinera KAP pasca audit.™

m. Masa kerja anggota komite audit ditentukan sama dengan masa kerja
Draswan lomisars yang civetaphan datarm anogaran dasar Perasahaan dan
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, ==

' Peraturan Menteri BUMMN Per-12/MBUSZ012 Pasal 11 ayat 6}

= Poraturan: Menterd BUMM Per-12/MBU/2012 Pasal 11 ayat [7)

T Peraturar: Menteri SUMA Par-1208M 302012 Pasal 12 avat 1)

™ Perpturan Monbor BURMN Pori 20 B0 2002 Pasal 12 ayal (2]

" sural Edaran QI I6/SECJK.05/2014 Bab il angka &

"‘_”‘ Feraturar: Menters BLIMN ParJ2/MBUSZ0LZ Paszal 13 ayat {2]

U Poraturdn Canitds Josd Kewangan 13ROI 0202017 Pasal 13 dan Pazal 14
" Spran Edararn OJK 16/SECAIN, 052014 Bak 110 argka &
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n. Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan: e
1} memilikl integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman
kerja yang cukup dibidang pengawaszn/pemeriksaan;
2y tidak memiliki kepentingan/keterikatan  pribadi yang  dapat
menimbulkan dampak negatif dan beaturan kepentingan terhadap
Peruzahaan;
3 mampu berkamunikasi secara efektif,

4}  dapat menyeciakan wakiu yang cukup untuk menyelessikan
tugasnya; dan

31 persyaralan lain yvang diletapkan dalam piagam komite audil, jixa
digerlukan.

o Penghasilan Anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Komisars
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan,™

. Fenghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada hurutf o
berupa honorarium paling banvak sebesar 20X (dua puluh persen) dari
gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung
Peruzahaan, dan tidak diperkemankan menerima penghasilan lain selain
honorarium tersebut ™

q. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketuafangoota komite audit

tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan lersebut selain
perghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris =7

4, Komite Permantau Bisiko

a. Dewan Komisaris wajib membentuk komite pemantad risiko yang terdiri
atas Ketua dan Anggota ™

b Ketua dan anggoia komite pemantau risiko diangkat dan diberhentizan
aleh Dewan Komisaris ™

Lol Ketua xomite pemantau risiko adalan Anggota Dewan Komisaris yang
moerupakan Angoata Dewan Komisaris independen ™

d Keanggotaan komite permantau risiko paling sedikit terdiri atas™

1] 1 [satu) orang Komisaris Independen vang berkedudukan sebagal
ketua;

2 1 (satu} orang arggota yang memiliki keahlian di  hidang
rnanajemen risika atau aktuaria; dan

3 1 {satu] orang angqgota yang memiliki keanlian di bidang keuangan,
elkanormi dan/atau perasuransian,

¥ Peraturan Menteri BUMN Per-120MBLUY2012 Pasal 15 avatl (1}
=7 Prraturar Merderi BURMN Per-1 2/ MBU2012 Pasal 15 ayat (1)
" Peraturdn Menderi BURMN Percd 2/MBUY 2012 Pasal 16 ayat (2)
= Peraturar Mentesi BUMN Pec-12/MBLI 2012 Pasal 16 aval (3]
f:" Poraturan Merden BURN Per20MBLUTZ012 Posol 11 ayvat (1)
L Peraturan Merileri BUMN P 20MBLY2012 Pasal 11 avat (2]
.:':-' Sural Edarar CLH 16/SECUIKOS 2014 DA I Angka 1 bural a
*=% Surat Edaran ChHE 16/S5ECIE D5/7014 BAR W Angha L
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£, Kelua atau anggota komite pemantau Asiko dinilai merniliki keaklian di
bidang manajermen risike atau aktuaria apabila memenuhi kriterig: ™

11 merniliki pengetahuan danfatau pendidikan di bidang manajemen
risiko atau aktuaria: dan/ztau

2 memiliki pengalaman kerja paling singkal 2 (dua) lahun di bidang
manajemen Fisiko atau aktuaria.

# Ketua atau angaota Komite Pernantau Risiko ginilai memiliki keahlian oi
bidang xeuangan, ekonomi danfalau perasuransisn apabila memeanths
kriteria: ™

1 memiliki pengetahuan danfatau pendidikan di bidang keuangan,
ekonomi, dan/atau perasuransian; dan

2l memilki pengalaman kerja di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau
perasuransian, paling singkat 5 {lima) tahun,

q. ANggota komite pemantau risike vang merupakan Anggota Dawan
Komizaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai
Anggota Dewan Kormisaris berakhr,

. Dalarn hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai
ketua komite pemantau  risiko berhenti sebagai anggota Dewan
Homisans, maka ketua komite audit wajib diganti cleh anggota Dewan
Hermisaris lairnya datam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

i Komile pemantau risike bekerja secara kolekil dalam melaksanakan
tugasnya membanti Dewan Komisans.

i Komile pemantad risike  bersifal mandivn balk dalam  pelaksanaan
tugasnva maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung
kepada Dewan Komisaris,

k. Komite pemantau risiko bertugas mermbantu Dewan Komisaris dalam:™

1) melakukan pengawasan dan pemantzuan pelaksanaan penerapan
manajemen risiko; dan

2 renilal efertifitas manojemen risike termasuk menilal woleransi
risia vang dapat diamiil oleh Perusahaan,

L. Masa kerja anggeta kornile permantau risise ditentukan sama dengan
masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran
dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 {satu) periods
berikutnya. ™"

™ Surat Edaran OJK 16/8EOIR. 052014 BAR IV Angka 3
S St Edaran K 1IGS 0K OS2014 BAB IV Angka £
% Surat Edaran QJK 16/5E0IK.05/2014 SAB IV Angka 5
BT Surat Edaran QI IG/SECIK.OG/ 2004 BAS IV Angha &
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Anggota komite pemantau risiko harus memenuhi persyaratan:

1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman
kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;

£ tidak  memilikh  kepentingan/keterikatan  pricadi yang  dapat
rmenimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap
Perusahaan;

3] mampu berkomunikasi secara efektif;

4] dapat  menyediakan wakiu yang cukup untuk menyelesaikan
lugasnya. dan

al parsyaralan lain yang ditetapkan dalam piagam komite pemantau
risiko, jika diperlukan

Penghazilan Anggota komite pemantau risiko ditetapkan oleb Dewan
Komisaris dengan memperhatikan kemampuzn Perusahaan. ™

Fenghasilan anggota komite pemantau risike sebagaimana dimaksud
pada huruf n berupa honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh
persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak
ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima pendghasilan
lain selain honararium tersebut ™

Anggota Dewan HKomisaris yang menadi  Ketua/anggota  komite
pernantau nsike tidak diberikan penghasilan tambahan dari jJabatan
tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris ™"

3.  Homite Lainnya

i,

Lintuk membantu pelaksanaan twgas Dewan Komisaris, Perusahaan
dapat membentuk Homite Remungrasi dan Nominasi dan Romite
Kehijakan Tata Helola Perusahaan ™

1} Homite Remuneras dan Nominasi®

)  Kanggotaan Komite Remunerasi dan Mominasi paling sedikit
terdiri atas:

(1} 1 [satu} orang anggota Dewan Homisaris  yang
berkedudukan sebagai ketua;

(2} 1 {satu} crang Pihak Independen yang memiliki keahlian,
pengetahuan dan pengalaman di bidang sumber daya
Mmanusia; dan

(3} 1 (satu] orang pejabat  eksekutif Perusabaan  yang
membawahkan bidang sumber daya manusia atau L
[zatul orang perwakilan pegawai.

E Peraburan Menters QUMM Per-120MBL 2012 Pazal 15 avat (1)
T Peraturan Menterd SUMR Per-120MBUY 2012 Pazal 15 avat (2
M3 Feraturan Menten BUMMN Per-12/MBL/ 2012 Pasal 16 avat (3
U Sural Edaran QK 1BSECIKGS 2014 BAS W Anghka 1

M2

Surat Eciran K DGSEEDIN 032014 BAB Y Angha 2
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Pejabat eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang
sumber daya rmanusia atau perwakilan pegawai yang menjad
anggota Komite harus memiliki pengetabuan mengenai sistem
FEMUNErasl, nominasi, dan succession plan Perusabaan

Ferusahaan dapat membentuk komite remunerasi dan komite
NoMminash secara terpizah.

Dalarn hal Perusahaan membentuk Komite Rernunerasi dan
Mormingsi secara terpisah maka keanggotaan masing-masing
komite adalah sebagaimana dimaksud pada huref a, dengan
ketentuan pejabat  eksehutit Perusahaan  atau  perwakilan
peagawal sebagamana dimaksud pada huruf a. angka 3] harus
memiliki pangetahuan mengenai;

(1} sistem remunerast Perusghaan, untuk komile remuneras,
atau

(2) sistem nominasi dan succession plan Perusahaan, untuk
komite naminasi,

romite Remunerasi dan Mominast melaksanakan tugas sebagal
berisut;

(1 Dalam Bidang Remunerasi

ta) mempelajan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang  berlakw  dalam kebijakan
FEMUNErasi;

{Bl  memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki
sistarm remunerasi yvang transparan berupa  gaji
atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang
bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;

£ membantu Dewan Bomisaris dalam merumuskan
dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji
atau  honorarium, tunjangan  dan fasilitas yang
bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel
bagl Oewan Komisaris dan Direksi, apabila
diperlukan untuk diusulkan kepada RUPS; dan

(d]  mengevaluasi sistem imkalan pegawai, pemberian
tunjangan dan fasilitas lainnya.

(2)  Dalam Bidang Nominasi

tal  meryusun kriteria seleksi dan prosedur naminasi
bagl anggota Direksi, anggota Dewan Kornisaris,
dan pejabat eksekutif lainnya di dalam Perusahaan;

(b membuat  sistern penilaian dan memberikan
rekomendasi  mengenali  kebutuban  Jumiah
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perusahaan;
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{cd mencari calen anggota Direksi dan anggota
Dewan HKomisaris untuk memperaleh keputusan
RUPS sesual dengan ketentuan anggaran dasar
Perusahaan dan

) memberikan rekomendasi mengenai Fihak
Independen yang akan menjadi anggota Kamile,

f. Masa kerja anggote Komite Remunerasi dan Nominasi
ditentukan sama dengan masa kera  Dewan  Homisaris
sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan
dan dapat dipilih kembali hanys unluk 1 isatu) periode
Eerikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilin kembali untuk
lebih dari 1 (satu) periode berikutrya.

2 Karnite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan™

al  Heanggotaan Komite Kehiakan Tata Kelola Perusahaan paling
sedikit terdir atas:

i1y 1 (satw) orang anggota Dewan Komisaris  yang
berkedudukan sebagai ketus;

(21 dsatw) orang  Pihak  Independen wyang menniliki
pengetahuan danfatau pengalaman di bidang tata kelola
perusabhaan atau hukum; dan

{30 1 f{satu} orang pejabat eksekutif  Perusahaan  yang
membawahkan idang kepatuhan, tata kelela perusahaan
atau hukum.

Dl Homite Kebijakan Tata Kelola Perusabhaan bertugas membantu
Dewan Komizaris dalam:

i1} mengkaji kebijakan Tata Kelcla Perusahaan Yang Baik
yarg disusun oleh Direksi:

i2]  menilai konsistensi penerapan Tata Helola Perusahzan
Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis
dan tanggung jawab sosial Ferusahaan (corporate social
responsibility).

Lot Masza kerja anggota Komite Kebijakan Tatz Kelola Perusahaan
ditentukan  sama dengan masa kerja Dewan  HKomisaris
sebhagaimana ditetapkan dalarm anggaran dasar Perusabaan
dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode
berikutnya, kecuali ketua komite dapat dipilih kembali untuk
lebih dari 1 (satu) pericde berikutnya.

B Dewan Homisaris dapat membentuk satu komite lain yang nama dan
tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris yang terdiri
atas Ketua dan Anggota ™

™ Surat Edaran S 16/SECIH. D520 BAB V Angka 3
4 Peraturan Mentari BLUMMN Per-12/MBLZ012 Pasal 17 ayat (1)
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e Ketua komite permantau risike dapat merangkap sebagail anggota kamite
laimrwa,

d.  Hetua dan anggota kamite lain sebagaimana dimaksud pada hurof b,
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris ™

2.  Ketua komite lain adalah anggota Dewan Karmisaris

f. Anggota lain dapat dijabat oleh Dewan Komisaris atau berasal dan luar
Perusahaar, =’

g. Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan anggota komile Lain,
dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saharmd Pemilik Modal -

h.  Anggota komite lain yang merupakan anggota Dewan Homisaris,
bernenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagal anggota
Dewan Komisaris berakhir ™

I Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai
Ketua komite lain berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka
Ketua komite lain wajib diganti oleh anggota Dewsan Komisaris lainnya
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) bari*

- Homite lain bekerja secara kolektif dalam melakzanakan tugasnya
membantu Dewan Komisaris.™”

k. Komite lainm bersifat mandiri kaik dalam pelakzanaan tugasnya magpun
dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan
Keormisaris 2

L Tugas komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam

komite sesual dengan kebutuhan Dewsn Komisans *
m. Anggota komite lain harus memenuhi persyaratan:™

1 rerniliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman
kerja vang cukup vang berhubungan dengan tugas komite lain;

21 lidak  memiliki kepentingan/keterkaitan privadi yang  dapat
menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap
BUMM vang bersangkutan;

31 memilikl pengetabuan yvang memadai di bidang vsaha BUMMN, dan
dapat menyediakan waktu vang cukup untuk menyelesaikan
lugasrya;

4y marmpu hekerjasama dan barkomunikasi secara efektif.

Peraturan Mentan BUMN Par-120MEL 2012 Pasal 17 avat (2}
Peraturar Menten EUMM Per-12/MBU 2012 Pazal 17 ayat [3)
Peraturan Menten BUMH Par-120MEBLT2012 Pasal 17 avat 14)
Peraturan Menten BUMN Por-120MEL 2012 Pasal 17 avas (5]
Poeraturar Mentes BLUMH Per-12/MBUS2012 Fasal 17 ayat 16)
Peraturarn Menten BUMBN Per-12/MBUSZ012 Fasal 17 agat {0
Paraturan Martar TLUMM PerA 2/ MELS 2012 Fasal 18 ayat 1)
Ferateran Menter BUMBMN Per-12/MBUS 2012 Fasal 18 ayat (2)
Peraturan Mentern BUMM Par-2 2 MEL 2012 Pasal 19

Peraluran Menterr BUMN Per-L2/MBUS2022 Pasal 22
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. Penghasilan anggota komite lain ditelapkan oleh Dewan Komisaris
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. *~

o Penghasilan anggola komite lain sebagaimana dimaksud pada huruf m
berupa honorarium paling banyak sebesar 203 {dua puluh persenl dan
gaji Direktur Utama Peruszheaan, dengan ketentuan pajak ditanggung
Perusahaan, dan tidak diperkenankan menenma penghasilan lain selain
honorarium tersebut

7. Anggota Dewan Hormisans yang menjadi KetualAnggota Komite tidak
dinerikan penghasilan tambahan dan jabatan tersebut selain penghasilan
sebaqgai Anggota Dewan Komisaris. ™

. Tata Cara Pernbentukan Komite

2, Paling larmbat 3 (tigal bulan sebelurm berakhirnya masa kerja Komite,
Dewan Komisaris wajib  menyusun  keanggotaan  Komite  periode
berikutrya, ™

k. Dewan Komisaris mengusulkan honorarivm Pihak Independsn dslam
Komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang meangundang
Diraksi

7 Tata Cara Pelaporan Homite Kepada Dewan Komisaris

a. Homite menyampaikan laporan kepada Dewsan Homisaris atas setiap
pelaksanaan tugas, dizertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

+3 Homite membuat laporan triwudlanan dan laporan tahunan pelaksanaan
tugas Komite kepada Dewan Komisaris.

. Laporan Kamite ditandatangani oleh paling sedikit ketua Homite dan
salah seorang anggota Komite.

B, Pihak Independen
Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. tidak berasal dari pejabat atav pegawai darl Perusahaan atau perusahaan
terafiliasi dengan Perusahaan kecuali mantan pejabat atau pegawai vang
telah menjalan masa tunggu [cooling off) selama € (2nam) bulan;

£, tidak berasal dan kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuaria,
atau konsultan hukum yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan
yang bersangkutan kecuali telah melewati masa tunggu paling singkat &
(enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan  yang
bersangkutan;

5 Peraturan Menteri BUMK Par-12/MBL2012 Paszal 22 avat (1)
5 Peraturan Menten BUMN Per-12/MBLIZ01Z Pasal 22 aval (2)
T Peraturan Mentert DUMN Per 2/ MELY 2012 Pazal 22 avat 3
9 2urat Edaran OJK 16/5E 0K 05/2014 BAE VI Angka 1

4 Surat Edaran DJK LG/SESIHOS 2014 BAR VI Anaka 2

1 Syratl Edaran OIK 16/SECIH.Q5/3014 BAE VI Argha 1
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tidak berasal dari satuan kerja pengaturan dan pengawasan usang
perasuransian Otaoritas Jasa Keuangan kecuali yang telah menjalani rasa
tunggu paling singkat & lenam) bulan;

memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang
cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukurm,
manajermnen risike, aktuaria, fata kelola perusahaan, sumber daya
rmanusia, danfatau perasuransian; dan

rrampu berkomunikasi secara efektif,

M.  Ewvaluasi Kinera Dewan Komigaris

1 Penilzian Mandiri (5eif Assessment)

a,

Penilaian mandiri Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite
Morminasi dan Remunerasi {apabils ada) yang diketuai cleh salah satu
Anggota Dewan Komisaris dengan sistemn self assessment atau peer
evaluation.

Hasil pemlaian mandiri disampaikan dalam Laporan Tahunan dan
dunformasikan kepada BUPS.

Penilaian mandiri Dewan Komisaris dapat diukur berdasarkan kriters
urmum meliputi: kemposisi, kriteria, perencanaan kerja, peran dan tugas
tanggung jawab, program orenlasi dan pengembangan, Rapat Dewan
HKomisaris, efektivitas Organ Penumjang,  hubungan/komunikasi,
pertanggungjawaban serta Komitmen Standar Etika.

Tersedianya kebijakan dalam hal Dewan Komisaris menyusun kebijakan
mengenai pengukuran  dan penilaian  terhadap  kinerja Dewan
Homisaris.*

Dewar Homisaris rmenetapkan  indikator pancapaian kinerja  beserta
target-targetnya, dan disetujui oleh RUP: setiap tahun berdasarkan
usulan dan Dewan Kermisars vang bersangkutan.

Dewan  Homisaris  atau Komite Dewan  Womisaris  mengevaluasi
pencapaian  kinera masing-masing Anggota Dewan Komisards dan
dituangkan dalam risalah rapat Dewan Kormizaris.

Penilaian  kinerja Dewan  Komisaris  dilaporkan  dalam Laporan
Pelaksanaan Tugas Fengawasan Dewan Homisaris

2. Berdasarkan Pencapaian Hasil Asszessment dan Evaluasi Good Corporate
Governance

Penilaian kinerja Dewan Kormisaris dapat diukur dari hasil pencapaian skor
gssessment dan evaluasi good corporate governance  khususnya  pada
perilaian aspek Dewan Komisaris dan organ penunjangnya, Pelaksanaan
asgessment dan evaluasi good corporate governance merujuk pada Paraturan
Menteri Megara BUMBM.

5 Lampiran Keputusan Sekretaris Manteri BURMR SE-1605 MBLLS212 Bah 1 Angka 71



50

3 Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan

a. Penilaian kKinerja Dewan Hormsaris secara kolegial, dapat diukur dan
pencapaian Key Performance indicatars (KPI dan tingkat keschatan
Parsercan.

b. Dewan Homisaris membual Key Performance Indicstors scbagal
indikaler pencapaian kinerja Dewan Komisaris.

e RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance
Indicators) Dawan Komisaris berdasarkan usulan dar Dewan Komizaris
yang bersanokutan™

d, Indikator Pencapaizn  Kinerja  merupakan  ukuran  penilaian atas
keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan
pemberian nasinat oleh Dewan Homisans sesual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar. ™

= Dewan  Kormisaris  wajin menyampaikan  laporan triveulanan
perkembangan  realisasi Indikator Pencapaian  Kinerja kepada para
Femegang Saharm/Menter

f. Perhitungan Tantiem/insentif  Kinerjz  {IK] menggunzkan  pedoman
internal yang ditelapkan oleh Menteri dengan ketentuan sebagai
barikut: ™

L Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
al  Farnings After Tax (EAT) atau Laba Setelah Pajak
bl Capaian KPI;

cl  BUMMN yang melakukan investasi jangka panjang secara
agresif;

d)  BUMM yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau

23] Faktor lain yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara
profesicnat;

2} Penetapan K mempertimbangkan  peningkatan  kinera  dan
kemampuan keuangan perusahaan.

g.  Perusahaan dapat memberikan Tanliem/Insentif Kinerjs {Tantiem/IK)
kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
berdasarkan penstapan  RUPS/Menteri dalam  pengesahan  laporan
tahunan, apabila;

Peraturan Mentedi BUMMN Per-0LMBU/ 2011 sebagaimana telah diubahk dengan Per-00/MBLVZD12 Pasal 15
Ffréﬂiun Menter UMM Per-01/MBL/2011 sebagaimana teloh diuboh dengan Per-0%/MBUIZ01Z Pasal 15
;};&:;EHH Menser BUMM Per-01AMBU/20L sebagairmana 1elah diubah dengan Per-DS/MEBLIZ012 Pasal 15
2 ﬂL::?nF;i'm Peraluran  Menteri DUMM  Per-DA/MEBLVZ014  sebagoimana  telah divbah dengan Per-
C2MEU/OE 2016 12 Huruf E Angka 5



1) realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 700 atau

7l target tingkat kesehalan dalam REAF tercapai meskipun nilainya
di banwval 7075

4. Berdasarkan Pertanggungjawaban  atas  Laporan Tahunan dan  Laporan
Keuangan Tahunan Perserca pEiy

a.  Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan
laparan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan
oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian
dari Laporan Tahunan vang disampaikan  kepada RUPS  untux
memperaleh persetujuan.

b.  Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan
atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing Anggota Dewan
Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan
tidak mengurangi tanggung jawab  masing-masing Anggota Dewan
Kormisaris dalam hal teradi tindak pidana atau kesalahan dan atau
kelalaian yang menimbulkan kerugian bag pihak ketiga yang tdak dapat
dipenuhi dengan aset Persercan.

£, Pertanggungjawaban Dewan Homisars kepada RUPS  merupakan
perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Persercan dalarm
rangka pelaksanaan asas good corporale governance.

TE Lampiran Perateran Meaten BUMN - Per-04/MBUS20L4  scbagaimana  telah  dwbah dengan Per-
Q2MABLN0G 2005 Bak Il Hurnef E Arvghs 3
B Pedarman Umum GOG Indonesia Tahun 2008 Bak 1Y bagian C Angka 5
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BAE NI
DIRERSI

Pangertian dan Persyaratan Direksi

1 FPengertian

d.

Direksi merypakan organ yang bertanggung jawab dalam menjalankar
seqgala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untux
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Persercan baik di dalam maupun o luar pengadilan
tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-permbatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan RUPS.™

Direksi sebagai organ perusahaan beriugas dan bertanggungjawal
secara kolegial datarm mengelola perusahaan. Masing-rmasing Anggota
Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai
dengan pembagian tugas dan wewenangrya, Namun, Pelaksanaan tugas
aleh masing-masing Anggota Direksi letap merupakan tanggung jawab
bersarna. Kedudukan masing-masing Anggota Direksi termasuk Direktur
Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares
adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi **

2. Persyaratan Direksi

a.

Persyaratan formal Direksi Persercan adalah persecrangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 {limal tahun
sebelurn pengangkatan pernah:®™

1}  dinyatakan pailit;

2} menjadi Anggola Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan
Fengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMMN,
dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; atau

3 dihukum  karena melakukan  tindak  pidana yang merugikan
keuangan negara, BUMMN, Perusshaan, danfalau yang berkaitan
dengan sekior kauangan.

Persyaratan materiil Direksi BLIMMN yaitu: ™!
1) keablian;

£l integritas;

Al KERSIMIMmpIran;

4}  pengalaman;

2 anggarsn Dasar PT ASABRI (Persero) Pazal 11 avat (1)

. Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 Bab 1V bagian D

2 Lampiran Peraturan Merter BURMRN PER-03/MBUN22015 Lampiran Bab il Huruf &
AU Lampiran Paraluran Menter BUMMN PER-O3/MELIO2 2015 Lampiran Bab 1 Hurut B
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&) perilaku yang baik; dan

71 dedikasi vang tingg untuk memajukan dan mengembangEan
perusahaan,

A

(o Persyaratan Llain Direksi BLIMN, yaitu:

1) bukan pengurus Partai Politik danfatau calon anggota legislatif
danfatau anggota legislatd, Calon anggeta legislatif atau anggota
legislatif terdiri atas calonfanggota DPR, DPD, DPFRD Tingkat 1. dan
DPRD Tinghat 1;

21 bukan calon kepaladwakil kepalz daerah dan/atau kepaladwakil
kepala dagrah;

31 tidak men@abat sebagai Direksi pada BUMN yang bersanghkutan
salama 2 {dusd periode berturut-tunsg;

4] remiliki dedikas dan menyediakan waktu sepenuhnva untuk
melakukan tugasnya; dan

&) schat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyvakit
yang dapat menghambat pelaksanzan tugas sebagai Direxsi
BUMM), yang dibuktikan dengan surat kelerangan sehat dari
Lrokter,

E. EKomposisi Direksi

i Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang ™™

2. PFaling sedikit separub dan jumiah anggota Direks Perusahaan harus memiliki
pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesual dengan
bidang usaha Perusahaan

3. Perusahaan wajith memilile secrang direktur kepatuhan paling lambat 3 (tigal
tahun sejak POJIE Nomor F3POJEGSS2016 diundangksn (28 Desember
2016}

4. Dalam hal Peruvzahaan belum memiliki direktur kepatuhan sebagaimana
cirnaksud pada angka 3, maka Perusah:aan wajlx menunjuk anggota Direks:
yang membawahkan fungsi kepatuhan™?

3 Jumlah Anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Fersercan
dengan letap memperhatikan efektivitas dalarm pengambilan keputusan =

D, eluruh Anggota Dirgksi harus berdormisili di indonesiz, i tempat yang
memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan sehari-hari ™

HE Lampiran Meraturan Merten BUMKN PER-0Z/MAUA2 2015 Larmprran Sab 10 Hural O
ME Pargturan CMoritas Jasa Kevangan 730006 D502006 Pasal & ayvat {11

"8 Paraturan Storitas Jasa Kevangan P3P00E 052015 Pasal & ayal (2]

M0 Porgisren Ohontas Jasa Kouvangan TR0 0502018 Pasal 7 aval [1)

S Poraluran: Ctaritas Jasa Kevangan F20P0JEGSI2018 Pasal 8 aval (1}

S Pedoman Urnurn GCG Indanesia Tahun 20006 Bab 1V bagian O Angha 21

"% Pedoman Umum GCG Indandetia Takun 2006 Bab 1Y bagian O Angka 1.4
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Antar para Anggots Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Angoola
Diewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan cerajat
keliga, baik menurut garis lurus madpun garis kesampging, termasuk hubungan
yang timbul karena perkawinan.™

Susunan Anggota Direksi harus memungkinkan terjadings pemisahan ditinghkat
Direksi antarz fungsl pengelelaan risiko  termasuk underwriting,  funasi
pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan termasuk marketing "

C.  Uji Kelayakan dan Kepatutan {Fit and Proper Test)

1

Fengangkatan Anggola Direksi dilakukan melalui mekanisme wji kelayakan dan
kepatutan, =1

Calon Anggata Direksi atau Pihak Utama wajib memperaleh persetujuan dari
1)K sebelum menjalakan tindakan, tugas dan fungsinys seDaga Pihak
LItarms _l:";Z-Z

Pelaksanzan uji hkelayakan dan  kepatutan {ft and  propsr fest]  yandg
diselenggarakan dalam rangka penganglatan anggota Dircksi Badan Lisaha
Milik Megara, agar dilakukan secara transparan dan  akuntabel dengan
memperhatikan pertimbangan dark Menteri Teknis yang lingkun tugasnys
membidangi  kegiatan  usaha dari Badan Usaha Milik  Megara  yang
bersanghutan,  serta  ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang
sransparan  antara lain melalui penyaringan dari Kommite nominast  dan
remunerasi untuk disampaikan kepada pinak-pihak yang mempunyai hak untuk
mengusulkan kepada RUPS serta melalui uji kermampuan dan kepalutan [k
and proper test) oleh regulator. =

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah
sesegrang  wang telah  dinyatakan memenuhi  Persyaratan Formal  dan
Persyaratan Lain dan lulus uji kelayakan dan kepatutan

Evaluasi pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lainnya dilakukan
aleh Deputi. Dalam ha! Deputi tidak memiliki data dan/atau infarmasi yang
cukup, pembuklian dapat dilakukan dengan menandatzngani pernyataan
pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain cleh bakal calon vang

bersangkutan™®

4 anogaran Dazar BT ASABRI (Parsers] Fasal 10 ayvat (23]

S padaman GO0 Pergsabhaan Asuransi Tabhon 2000 Bab VY bagian 1 Angke 1 2

U Undang-Undang 19 Tahun 2003 Pasal 16 avat {21

1 paraturan OJE Narmor 22/ POJK03/2016 Pasal 2 ayat [2]

B |mslruksi Presiden Mo 8 Tahun 2005 sebagaimana diubah denoen Instruisl Presicen Mo, B Tahun 2006

Cikium 2

¥ Pedoman D006 Perusahiaan Asuransi Tahun 2009 Bak 1 D bagan LAngka 1.5
% Lampizen Peraluran Meren BUMH Komor Por-DR BT E0S BaD i Hurul T Anghe 1
S0 ampdean Peraturan Marteri BUMN Bomor Por-D3ABLIGR22015 Sab I Huruf C Angha 2
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7. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga
profesional yang ditunjuk oleh Menter ™

8. Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan llus uji kelayakan dan kepatutan,
wajib - menandatangani kentrak  mangjemen sebelumn ditetapkan
pengangkatannya sebagai Anggota Direksi *

G,  Penjaringan oleh Menteri, Sekretaris, Deputi Tekmis, danfatau Deputi mencari

bakal calon, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:™

a. Bakal calen  dan Talenta  BUMM,  diusulkan  melalui Dewan
Homisaris/ Dewan Pangawas,

b, tMenteri, Sekretaris, Depuli Teknis, danfatau Deputi dapat menetapkan
bakal calon dari Talenta BUMM tanpa usulan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas apabila dipandang memiliki prestasi yang baik.

il Bakal calon dan Talenta Hementerian S8UMN,  divsulkan  melalu
Sekretaris.

d. Bakal calon wang berasal dari Direks, Dewan  Komisaris/Dewan
Pengawas, danfztau Surmber Lain dapal mengajukan lamaran kepada
atau diusulkan langsung aleh Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/fatau
Deputi.

= Penjaringan bakal calan diutamakan dari Talenta BLUMMN.
10.  Sermua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi, *°

11,  Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam
satu GUMM, dapat dilakukan tanpa wji kelayakan dan kepatutan, apabkila dinilai
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik s=lama masa jabatannya yang
antara lain  didasarkan pada pencapaian  largel  kinera  perusabaan,
kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak (track record]). Penyajian hasil
penilaizn dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif ™

12,  Uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon yang berasal dari anggota
Cireksi 8UMM dan/atau mantan anggota Direksi BUMMN selain yvang tersebut
angka 11. dapat dilakukan oleh Tim dengan mengevaluasi pencapaian target
kinerja perusahaan, kekompakan Tim, Intagritas, dan rekarm jajak (track record)
yang bersangkulan selama memjalankan wgasnya sebagai Direksi BUMN.
Penyajian hasil uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan dalam bentuk
narasi kualitatif **

1 Larnpiran Peraturan Menteri BUMMN SNomor Per-02/BU/02/2015 Bab 1l Hurw? C Angka &
£ Urdarg-Undang 19 Tahur 2003 Pasal 16 ayal {3

=E Lampiean Peraturan Mentedi BUMN Narmor Per-03/MBU/D2/2015 Bab 1l Huraf B Angka 1

= Lampiran Paraturan Mantei BUMN Marmor Per=-0Z2MBU02/2015 Sab Il Huraf B Argka %

5 Larmpiran Peraturan Menteri BUMB NMomor Per-03/8M80U00202015 Sab 1 Huraf B Angka 12
“ Larmpiran Peraturan Menteri BUMN Nomeor Per-03/MBUAG2/2015 Bab 11 Huraf B Anghka 13
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Sebelum sesecrang ditetapkan merjadi Direksi, Menteri dapat melakukan

evaluasi terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan lermbaga profesicnal atau
Tim. Ewvaluasi hasil uji kelayakan dan kepatutan lembaga profesional dapat
dilakukan melalui Tim yang dibentuk oleh Menteri ™

0. Etika Jakatan Direksi

1

Etika Keteladanan

Setiap anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan
menjunjung the highest sthical standard o Perusahaan. Salah satu caranya
adalah dengan menjadikan dirinya sebagal leladan yang baik bagi seluruh
Karyawan Perusahaan.

Etika Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Lindangan

Setiap anggota Direksi wajib mematubi peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Anggaran Dasar dan Pedoman Good Corporate Gowvernance (GCG
Code) serta kebijakan-kehijakan Perusahaan lainfya yang telah ditetapkan.

Etika Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Satiap  anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga
kerahasiaan  informasi yang dipercayakan kepadanyz sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/fatau keteptuan Perusahaan.

Etika Feluang Perusahaan
Selama menjabat, setiap anggaota Direksi tidak diperbolehkan untuk:

a. tMengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri,
keluarga, kelompok usaha danfatau pihak Lain,

k., Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya
salaku Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan
perundang-undangan serta kebijakan Ferusahaan yang berlaku.

4 Berkompetisi dengan Perusahaan, yaitu menggunakan pengetahuand
inforrmasi  dari dalam  (inside  information) uniuk  mendapatkan
keuntungan bagi kepentingan =elain kepentingan Ferusahaan.

Etika Keuntungan Pribadi

Satiap anggota Direksi dilarang mengambil danfatau menerima keuntungan
pribadi dari Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud
menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang  ditetapkan  berdasarkan
keputusan RUPS.

= Lamparan Peraturan Menten BUMN Namor Per-03/MBU022015 Bab 11 Huruf B Angka 14
= Peraturan CHoritas Jase Kevangan F3/POIK.0S/2045 Pazal 17 hwarul ©



&.  Etika Benluran Kepentingan

Setiap anggeota Direks harus mermatuhi etika terkait benturan kepantingan,
sebagal berikut:

a.  Dilarang melakukan tindakan yang mempunya benluran Kepentingan,
dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak
langsung dan pengambilan keputuzan dan kegiatan Perusahaan vang
bersangkutan selain dari penghasilannya yang sah.

Cilarang melakukan transaksi yang mempunyas Benturan Kepentingan
dengan kegiatan Perusahaan Perasuransian ternpst anggota Direksi
dirmaksiud menjabat:

b. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan  orang  atau  pihak lain yang bertentangan dengan
kepentingan Perusahaan.

Dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan Perasuransian
ternpat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi,
keluarga, danfatau pihak lain yang dapat merugikan alav mengurang
keuntungan Perusahaan Perasuransian tempat anggeta Direksi dimaksud
menjabat; "

£ Wajik mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan saharmnya
danfatau keluarganya pada Perusahaan lain, termasub bila tidak memiliki
keparmilikar saham, serta secara berkala setiap awal tahun melakukan
pembaharuan (updating) dan wajib memberitahukan Perusahaan bila ada
perubshan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
bertaku

d.  Anggota Direksi dilarang mengangkat karvawan/paekerja yang memiliki
hubungan sebagai suarmifiste, anak, kakak, danfatau adik dengan Direksi
cdanfatauy Dewan Komisaris/Dewan  Pengawas pada BUMBN  yang
bersangkutan dalam satu uni kerja vang sama. Kepada anggota Direksi,
anggota Dewan Korisaris/ Dewan Pengawas, danfatau karyawan/pekerja
BUMN  yarng  memiliki hubungan sebagaimana dimaksug agar
mervatakan disciosure (pengungkapan) yang ditujukan kepada Direksi
untuk diketahiui ™

2. tMematuhi peraturan  perundang-undangan yang berlaku, termasuk
dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider
trading] untuk memperolen keuntungan pritradi,

 Peraturan Otontas Jasa Keoangan F3PCUOR DS/2006 Pasal 17 barf a

5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 73/POJK 05/2016 Pasal 17 haruf b

7 Peraturan Menteri BUMMN Per-0L/MBL/2011 sebagaimana telak diubah deagan Per-05/MBU/2012 Pasal 19
Awrat (4]

5 Sueat Edaran Mentor BUMMN SE -08MBLY 2014 Hurof E Angka 1



=iz

Etika Berusaha Dan Anti Korups

Dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung alaupun
tidak langsung sesuatu yarmg berharga kepada siapapun  atau  pejabal
pemerintah rmanapun untuk mempengarube atau sebagai imkalan atazs aps
yang telah dilzkukannya dan tindakan lainnya sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Etika Setelab Berakhirnya Masa Jabatan Direksi
Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib untuk:

a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhuburngan dengan jabatan
yang diemban sebelumnya kepada Perusabaan paling lambat 30 {tiga
puluhl hari kalender.

b, Apabila Anggota Direksi yang bersangkutan meninggal dunia sewaktu
menjabat,  maka  ahli waris  anggots  Direks lersebut wajib
mengemkbalikan dokumentasi sesuai dengan butir a tersebut di atas.

. Menyampaikan LHEPN {Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)
paling lambat 3 (tigal bulan lerhitung seak setelah serah terima
jabatan.*"

E.  Pengangkatan Dirzksi

1.

5.9

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usabha Milik Megara
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip  profesicnalisme dan tata kelola
perusahaan yang baik [good corporate governance] =7

Pengangkatan Dirsksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang  Saharm
[RLIPS).*™

Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan Direksi ditetapkan
oleh Menteri *7

Untuk pertama kall psngangkatan angoota Direks dilakukan oleh pendin
dalam akta pendirian.®™

Anggota Direhsi dianghkat untuk jangka waktu tertentu dam dapat dianghat
kermbali"

Anggaran  Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan
pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara
pencalonan anggota Direksi ™

% Peraturan Menteri BUMM Per-0L/MBLUYZ011 sebagaimana telah diukah dengan Per-09/MBU/201E Pasal 40

Ayan (1)

U Pargturan Kormisi Pernberantazan Korupsi 37 Tahun 2016 Pasal 4 fyat (2
™ Peraturan Menteri BUMN Momor Per-03/MBU/D2/2015 Pasal 1

P Undang-Undang 19 Takun 2003Pasal 15 avat (1)

3 Undang-Undang 1% Tahun 2003Pasa1 15 avat [2)

 Ungdang -Undang A0 Tabwn 2007 Pasal S8 avat (2)

U Undang -Undang 20 Tanun 2007 Pasal G4 ayvat 3

T8 Undang-Undang 40 Tanun 2007 Pasal G4 avar d
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14.
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Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian
anggota Direksi juge menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan
tersebut,

Dalam hal RUPS tidak menetapkan s2at mulai berlakunya pengangkatan.
penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian
dan permberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditetupnys
RUIPS. ™

Dalarn hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota
Dircksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan Anggote Direksi kepada
Menter: untuk dicatat dalam daftar Persercan dalam jangka waktu paling
larnbat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut #

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum
dilakukan, Menteri menolak  setiap permchonan yang  diajukan  atau
pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum
tercatat dalarm daftar Perseroan, ™

Pemberitahuan  sebagamana dimaksud pada angka 10 tidak termasuk
pemberitahuan vang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya
sandiri, "

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana
dimaksud dalam Bab Il Huruf A Angka 2 bagian a batal karena hukum sejalk
caat anggota Direksi lainnya atauy Dewan Homisars  mengetahoi tidak
terpenuhinya persyaratan tersebur ™

Dalam jangka walktu paling lambat 7 {tujuhl had terhitung sejak diketahui,
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya
penganghkatan anggota Direksi vang bersangkutan dalam Surat Kabar dan
mermberilahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daflar Perseroan™

Parbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perserpan aleh
anggota Dircksi sehagaimana dimaksud  pada  angka 12 sebelum
pengangkatanmya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab
Perseroan.”

Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Persercan cleh
Anggota  Direksi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka 12 setelah
penganghatannya balal, adalah tidak sah dan menjadi tangguneg jawak pribadi
Anggota Direksi yang bersangkutan. ™

7 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 94 ayar [5)
“7 Urlang -Undang 40 Tabwn 2007 Pagal B4 avat 16)
% Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 94 avat [7)
#0 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 94 avat [8)
#: Undang-Uncang 40 Tahun 2007 Pasal 94 gyvat 19)
A Undang-Undang 40 Takwrn 2007 Pasal 95 ayal (1)
1 Undsng-LUndang 40 Tabun 2007 Pasal 95 ayat (2)
™ Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pazal 95 avat (3
W Undang-Undang A0 Tahun 2007 Fazal 95 ayval (4
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17

18
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 Lidak mengurangi langgung
jawab Anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan

Anggota Direksi terpiih menandatangani Kontrak Manajemen, Pakta Integritas
dan surat pernyataan yang bensi kesanggupan untuk menjalankan tugas
dengan baik dan bersedia  diberhentikan  sewakiu-waklu  berdasarkan
pertimbangan Menteri/RUPS

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan
Anggota Direksi diatur dengan keputusan Menteri ™

Maza Jabatan Direks)

Maza jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lirmal tahun dan dapat diangkat kembal:

untuk 1 [satu} kali masa jabatan.

55

Penggantian dan Pemberhentian Direksi

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan
RUPS ataw Menteri dengan memyebutkan a[asann',ra.""':'

2 Permberhentian sewakiu-waklu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

apabila Direksi BUMMN yang bersangkutan, antara lain:™

a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam
kontrak manajeman;

b, tdak dapat merjalankan tugasnya dengan baik;

i, melanggar  ketentuan  angogaran dasar dandatau peraturan
parundang-undangan;

s talah ditetapkan sebagai Tersanghka atau Terdakwa dalam tindakan yang
rnerugikan BUMN danfalau negara;

e melakukan tindakan yang melanagar elika danfalau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai Direlkesi BUMBN;

f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunya
kekuztan hukum yang tetap;

mengqundurkan diri; atau

h. alasan lainnya, yang dinilai tepat oleh RLUPS atau Menteri demi
kepentingan  dan  tujuan  BUMMN, antara lain  karena  terjadinya
ketidakharmonisan antara Angoota Direks,

¢ |indang-Undang 40 Tahun 2007 Pasal 95 ayat (5)

el
hl ]
i o)
P
¥

Lamgiran Perdluran Menteri BUMMN Momoer Per-03/MBLA2/2015 Bab (I Hunsf £ Angka 10
Lindang=Lndang 19 Tahun 2003 Fasal 18

Ungang -Undang 19 Tabun 2003 Fasal 14 avat |4)

Lampiran Peraturan Menten BLUMMN NMaomor Per-03/MBLMOZ/2015 Bao IV Huraf & Angka 1
Lampiran Peraturan Menter BUMN Nomor Per-03/MBLU/02/2015 Bab IV Hurul A Angka 2



61

3. Apahbila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan
Angoaran Dasar BUMN rmengenal alasan permberhentian, maka yang berlaku
adalah ketentuan Anggaran Dasar ™

4. HKeputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan
keputusan pengadilan yang mempunya kekuatan hukum yang tetap dan
mengundurkan <dir, diambil setelah yang bersanghkutan diberi kesempatan
membela din“*

5. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau
Menteri untuk Perum dalam wakiu 14 lempat belast hari terhitung sejak
Angoota Direksi yang bersangkutan diberitahu,

6. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada
pejabat yang memberitahukan, ™

7. Apabila Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan din atau
menyatakan  keberatan atau tidak  berkeberatan atas rencana
pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waklu dianggap
telah terpenuhi™

8. Dalam hal pembearitabuan dan pembelaan dir secara lisan, maka dilakukan
secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yvang
ditandatangani  oleh  Dirgksi yang bersanghutan  dan  pejabat  yang
rmermberitahukan.

9, Apabila Direksi yang bersanghkutan tidak bersedia menandatangani notulen
atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara
tersebut 5

10, Meanter dapat memberhentikan Direksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri
sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis. ™

11.  Dalam proses pemberhentian, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi
Teknis dan/atau Sskretaris. ™™

i2.  Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan melalui cara; *™

& Keputusan Memeri apabila seluruh sahamdmodal BUMMN dimiliki aleh
Megara;

b Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara
sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Megara.

=E Larnpirar Perdturan Menter BUMM Mormor Per-02MBU/D2/2015 Bat Iv Hurof & Angka 3
5 Larnpdrar Poraturar Sentaern BUMB Marnor Per-0ZMBUD2/ 2015 Sab I Hurof 2 Angka 7
= Larnpiran Peraturan Menter BUMN Momoer Per-03/MBL02/2015 Bab PV Hurul B Anghka 8
=% | ampiran Peraturan Menteri BLIMM Momor Per-03MBLD2/2015 Bab IV Huruf 8 Angka 8
*E Larnpiren Peraturan Mentesi BUMM Nomor Per-03/MBLS02/2015 Bab IV Huruf B Angka 10
# Larnpiran Peraturan Mentersi BUMHN Momor Per-038A50U00202015 Bab IV Huruf B Angka 11
T Lampiran Peraturan Menteri BUMN Momaor Par-03/MBUA02/2015 Bal IV Huru! B Arghka 12
¥ Lampiran Peraturan Menteri BUMBMN Momar Per-03/MBELVOZ2015 Bab 1V Huruf B Arghka 15
* Lampiran Farsturan Menteri BUMM Nomar Per-03/MBLUMDZ/2015 Bab IV Huruf B Argks 16
¥ Lampiran Pesaturan Menler BUMN Nomor Per-03/MBUSO2/2015 Bab IV Huruf B Argka 17
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Dalam hal penetapan pemberhentian anggotz Direksi dilakukan dengan
Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler,
maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menter
atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler. ™

Dalam hal penetapan pernberhentian anggota Direksi dilakukan dalarm BEUPS
secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri
memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadini dan mengambil
keputusan dalam RUPS. ™

A0

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b, masa jabatanrva berakhir;

o tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap
jakatan yang dilarang dan pengunduran diri.

Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan
pemberhentian Anggotz Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara
pencalonan Anggota Direks),

Keputusan RUPS mengenzi pengangkatan, penggantian dan pemberhentizn
Anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya penganghkatan,

penggantian, dan permberbentian tersebut,

Dalam kel RUPS lidak menelapkarn saat mulan berlakunya pengangkatan,
pengaantian  dan  pemberhentian Anggota Direksi, penggantian  dan

pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya
RUPS ™

Calam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota
Direksi, Dirgksi wajib memberitanukan perubahan Anggota Dircksi kepada
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling
larnbat 30 {tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut *%

Calam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 19 belum
dilakukan, Menterr menclak setiap permohonan yang diajukan  atau
pemberitahuan yang disampaikan kepada Menten oleb Direksi yarg belum
tercatat dalam daftar Persercan

B Larmigiran Peraturan Manten BURMRN Namar Per= 03/ MBU0Z/2015 Bab IV Hurud B Angka 23
"5 Lampiran Peraturan Menteri BUMN Nomor Par-03/MBL02/2015 Bab IV Huruf B Angka 19
™ Lampiran Peraturan Manten BLIMRK Marmor Per- D3MALL02 05 Bab 1Y Huruf & Angha 4
5 Undang-Undang 0 Tahun 2007 Pasal G4 avat [4)

M Urdang-Undang 40 Tahan 2007 Pasal Bd avat (5

0 Undaneg-Undasng 40 Tabun 2007 Pasal 94 avat [5)

M0 Undang - Undang 40 Tabun 2007 Pasal 94 avar |7

¥ Undang-Undang 40 Tabun 2007 Pasal 94 avat [8)
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Pemberitahuan  sebagaimana dimaksud pada angka 20 Udak termasu
pemberitahuan yang disampaikan cleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya
sendin

Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan seDagaimana
dimaksud dalam Bab Il Huruf & Angka 2 bagian a batal karena hukum sejak
saat Anggota Oireksi lzinnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak
rerpenuninya persyaratan tersebutr

Dzlarm jangka waktu paling lambat 7 [tujuht han terhitung sejak diketanui,
Angoota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumezn batalrya
pengangkatan Anggaota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan
memberitanukannya Kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Parseroan,

Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nema Perseraan oleh
Anagota  Direksi sebagaimana  dimaksud  pada angka 22 sebelumn
pengangkatannya  batal, tetap mengikat dan  menjadi tanggung jawalk
Fersercan.™

Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Persercan oleh
Anggota  Direksi sebagaimana  dimaksud  pada  angka 22 setelah
pengangkatanriya batal, adalah tdak sah dan renjadi tanggung jawab pribadi
Anggota Direksi yang bersangkutan

Ketertuan sebagaimana dimaksud pada sngka 24 tidak mengurang: tanggung
jawah Anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan. ™

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian Anggota Direksi diatur dengan keputusan Menteri "

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawak Direksi

i

Tugas Umurn Direksi

a. Direksi  harus  melaksanakan  tugasnya dengan  itikad  baik  untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan rmaksud dan tujuan Perseroan,
serla  memastikan  agar  Persercan  melaksanakan  tanggung  Jawats
sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku
Kepentingan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ™

oz
Ly ]
e
ot 3

Xl

Undang-Undang 40 Tahun 2007 Fazal 94 ayat (5]

M Undang-Undang AD Tahun 2007 Pasal 95 zyat (1)

Undang-Undang 40 Tahun 2007 Pazal 95 ayat (2)

Urdang-Undang 40 Takan 2007 Pasal 95 avat (3

Lirdang-Undang 40 Tabwr 2007 Pasal 95 ayvat (1)

Lrdang-LUngang 40 Tabun 2007 Pasal 95 ayal (5

Urdang-Undarng Momas 13 Tabun 2005 Pasal 18

Peraturan Menten BUMN Per-D1/MBEU2011 sebagaimang lelah diubah dengan Per-09/MBUZ0LE Fasal 1%

ayal (i)



Bd

b Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang Derkaitan dengan
pengurusan Persercan untuk kepentingan Perseroan dan sesuail dengan
maksud dan tujuan FPersaroan serta mewakili Perseroan baik di dalam
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian
dengan  pernbatasan-pembatasan sebagaimana  diatur - dalam
perundang-undzngan, Anggaran Dasar, danfatau Keputusan RUPS

o, Direksi sebagal organ Perseroan bertugas dan bertanggungjawab sacara
kolegial dalam mengelola Perseroan. Masing-masing Anggota Direksi
dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesual dengan
pembagian tugas dan wewenangnya "

il Dalarm melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi wajib mencurabkan
tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan
pencapaian tujuan Perserc, ™"

e Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud
pada huruf b sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas
yang ditentukan dalam vndang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.™

f Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan Perseroan: ™

1) terdapat struklur organizasi yang dirancang untuk memastikan
pencapaian sasaran dan tujuan Persercan;

21 terdapat penetapan olebh Direksi tentang uraian  tuegas  dan
langgungjawalb masing-masing anggota Direksi;

3 terdapat penstapan deskripsi dan spesifikasi jpbatan serta uraian
tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi; dan

41 parmintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi.

. Crrekst menetapkan  kebijakan-kebijakan  operasional dan  Standard
Operasional  baku  (50OF) untuk proses bisnis intl (core  business)
Persercan: ™

1) terdapat kebijakan tentang pedoman petyvusunan S0P,

21 terdapat 50F untuk seluruh proses bisnis inti Perseroan sebagai
panduan melaksanakan kegiatan perusahaan;

3 terdapat sosiglisasi SOP untuk proses bisnis inti Perserpan kepada
kKaryawan yang terkait;

4]  SOF untuk proses bisnis inti Persercan dilaksanakan konsisten dan
tidak terdapal penyimpangan atas prosedur; dan

"1 Amggaran Dazar PT ASABRI (Parsers) Pasal 11 ayas (1)

™1 padoman Umurn GCG Indonesia Tahun 2006 Bab IV bagian D

S Undang - Lindang 18 Tahen 2003 Pasal 19

* Lindarag-Lndang 40 Tahun 2007 Pasal 52 ayat (2)

¥ Lamnpiran Keputusan Sekretars Menten BLIMN SKL6/5 MAL2012 Gab TV Anghka BG
2 Larnpiran Keputlusan Sekretaris Menteri BUMN SH-16/5. MBU/2012 Bab IV Argka 87



&1 Direksi rmelakukan peninjauan penyempurnaan S0P secara berkala.

b, Salah secrang Anggota Direksi ditumjuk oleh Rapal Direksi sebagai
penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan good corporate
governiance di BUMN yang bersangkutan *

i, Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Persercan, apabila
tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan herwenang
betingdak wuntuk dan atas nama Direksi serta mewakili Persercan dengan
ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui eleh
Rapat Dirgksi ™

i Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak wuntuk dan atas
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direklur Utarma

. Dalam hal terdapat lebin dari 1 (zatu) orang Anggota Direksi yang terlarma
dalam jabatan, maka Anggota Direksi yang terlarma dalam jabatan dan
yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan lugas-tugas Dirgktur Utama =/

L. Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direkst mencakup 9 (sermbilan)
tugas-lugas utarma yaitu kepengurusan, manajemen rsike, pengendaban
internal, komunikasi, aktuaria, investasi, pemasaran, teknolagi informasi
serta tanggung jawab sosial. **

m,  Tugas kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf | mencakup

1} Direksi harus memyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program
jangka panjang dan jangka pendek Peruzahaan untuk dibicarakan
dan disetujui Dewan Komisaris atau HUPS sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Parusahaan,

21 Direksi harus dapat mengelala sumber dava yang dimiliki secara
efektf dan efisien,

31 Dwreksi harus  memperhatikan kepentingan yang  wajar  dari
pemangku kepentingan.

4)  Dircksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada pegawai
Perseroan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung
Jawab tetap berada pada Direks.

M Peraturant Merten GUMB Por-01/ MBS 2011 sebagaimana telah diobah dergan Per-09/MBL/2E2 Pasal 19
ayat (2}

% Anggaran Dasar PT ASABR| (Ferserc) Pasal 11 ayat (200

“% anggaran Daszar PT ASABHRI (Ferserc) Pagal 11 avat [22)

0 Anggaran Dasar PT ASABRI (Perserc) Pasal 11 ayat [23)

*#0 Pedoman GCG Perusahaan Asurana Tahun 2009 fab IV 1 bagian 3

¥ Pedoman GCG Perusahaan Asuranz: Tahun 200% Bak IV O bagian 3 Angka 3.1
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S Direksi harus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja
[charter) sehinaga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif
serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

Tugas manajemen  risiko  sebagaimana  dimaksud  pada huruf |
mencakup:

1 Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen
risike yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perseroan.

7] Untuk setiap pengambilan  keputusan  strateqgis,  terrnasuk
penciptaan produk atau jasa bary, harus diperhitungkan dengan
seksama dampak risikomya, dalarm arti adanya kesaimbangan antara
hasil dan beban risiko.

) Untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik, Persercan wajib
memiliki Komite Hebijakan Risike dan Satuan Hera Manajernen
Riziko.

41 Jenis-jenis risiko pada Perseroan meliputi namun tidak lerbatas
pada: risiko sebagai  penanggung/penangqung  ulang,  risiko
reputasi, risiko persaingan usaha, risike investas, nsiko likuiditas,
risike bencana alam, risike legal dan risiko kepatuhan.

5} Hebijakan Manajemen Risike disosialisasikan  kepada  seluruh
karyawan Perseroan.

61  Terdapat rencana kerja Persercan unluk menerapkan kebijakan
Manajernen Risiko. ™

71 Direksi melaksanakan program  Manajemen  Risiko.  Program
Manajernan  Risiko  antara  lain - mencakup indentifikasi  dan
penanganan risike pada proses bisnis, proyek maupun usulan
tindakan Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan
Hormisaris atau RUPS

g] Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program Manajemen
Risiko ™

g} Direksi melaporkan pelaksanaan Manajernen Risiko kepada Dewan
Kormisaris >

Tugas  Pengendalian  Internal  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf | mencakup =

W Padoman GO0 Perusahaan Asurans: Tahun 2008 Sab IV D bagran 3 Angka 3.2

1 Lampiran Eepuiusan Sekretans Menteri BUMMN SE-1655 MBLIT2012 Bab IV Angka 1063
¥R Lampiran Keputusan Sekretarls Menteri BUMN SK-L5/5 MBUS201Z Sab IV Angks 106.3
¥ Lampiran Kepuatusan Sekretaris Merlern BUMRN SK-LO/5 MBUS 2012 Bab 1Y Angka 1052
2 |ampiran Heputusan Sekretaris Merterd BURMN SI616/5 MBLS2012 Sab IV Anghs 1046.5
W Larnpiran Keputusan Sekrataris Merteri BUMR SH-16/5 MBLY2002 Bab IV Angka 1057
M Pedarngn GCG Peruzahasn Asuransi Tahun 2005 Sak IV O bagian 3 Angka 5.2
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Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian
internal wntuk rmembernkan keyvakinan memadai atas tercapainya
tujuan  Persercan melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,
keandalan pelaporan keuangan dan kinerja, pengamanan asset dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Perseroan harus memiliki Satuan Kerja Pengawasan Internal (5P,
Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan
profesional, 5P harus memenuhi prinsip-pransip sebagai berikut:

al  Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur
vang  membawahi  tugas pengawasan  internal dan
mermpunyai hubungan fungsional dengan Dewan Hormisans
rmelalui Komite  Audit sehingga dalam  pelaksanaannya
berkewajiban melapor kepada Komite Audit.

bl HKepala 5Pl diangkat oleh Direksi, berdasarkan kriteria yang
jelas dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

e} SPl bertugas  membantu Direksi dalam  memastikan
pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:

(L} Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program
Perusahaan.

(2)  Memastikan  babhwa sistern pengendalian  internal
berfungsi secara efektif dan efizien.

(3] Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efeklivitas
proses pengendalian risiko.

4} Melakukan  evaluasi kepatuhan  terhadap  Peraturan
Perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-
undangan.

(5] Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor
ehksternal.

Perusahaan menerbitkan internal contrad report yang mencakup: *

a)

b}

Suatu pernyataan bahwa manajernen bertanggung jawab untuk
menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern
dan prosedur pelaporan keuwangan yang memadai.

Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan
prosedur pelaporan kevangan pada aknir tahun bulku Perseroan,

Tugas karmunikas sehagaimana dimaksud pada hurof | mencakup: %

i)

Cireksi harus memastikan kelancaran kormurikasi antara Persarcan
dengan pars pemangku kepentingan dengan memberdayakan
fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat penghubung.

* Lampiran Kepulusan Sekeotaris Menter BUMM SK-16/5 MBU/2012 Bab 1V Angka 1075
" Pedoman GCG Peruzahaan Asuransi Tabun 2009 Bab IV D bagian 3 Angka 3.4






